
SULTENG RAYA – Pertamina Patra Niaga me-
lakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) nonsubsidi jenis diesel Pertamina Dex dan 
Dexlite, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi 
jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif 
mulai 1 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk 
mendukung mobilitas masyarakat sekaligus me-
mastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, 
Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa 
penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan 
mempertimbangkan dinamika harga energi global 
dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta 
penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan 
dengan mempertimbangkan dinamika harga energi 
global serta parameter yang ditetapkan pemerintah 
melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan ba-
gian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam 
menghadirkan energi berkualitas dengan harga 
yang kompetitif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan bahwa 
penyesuaian harga tetap mempertimbangkan ke-
butuhan masyarakat, daya beli, serta keberlangs-
ungan penyediaan produk BBM nonsubsidi yang 
kompetitif di pasar.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih 
kompetitif, kami berharap dapat memberikan 
manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi 
nasional,” lanjutnya.
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Pemprov Sulteng Raih Opini WTP ke-13

Gubernur Anwar Hafid Ajak Daerah 
Berinovasi Melalui Regulasi

Baca REKTOR Hal. 7

Parmout Bidik PSN, Potensi Durian 
hingga Perikanan Siap Dipromosikan

Baca PARMOUT Hal. 7

Baca KAPOLRES Hal. 7

Baca GUBERNUR Hal. 7

Baca PERTAMINA Hal. 7

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah kembali meraih Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Peme-
riksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) Tahun Anggaran 2025.

RAPAT PARIPURNA penyerahan LHP BPK RI yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (2/6/2026). FOTO: BIRO ADPIM

Opini tersebut diserah-
kan dalam Rapat Paripur-
na DPRD Provinsi Sula-
wesi Tengah dalam rangka 
Penyerahan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK RI 
yang digelar di Ruang Si-
dang Utama DPRD Provinsi 
Sulawesi Tengah, Selasa 
(2/6/2026).

Rapat paripurna dihadiri 
Gubernur Sulawesi Tengah 
Anwar Hafid, dan dipim-
pin Wakil Ketua I DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Arnila Hi. Moh. Ali, didam-
pingi Wakil Ketua II DPRD 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Syarifudin Hafid.

Turut hadir Staf Ahli Bi-

dang Keuangan Pemerintah 
Pusat BPK RI Dr. Ahmad 
Adib Susilo, S.E., dan Kepa-
la BPK Perwakilan Sulawesi 
Tengah I Putu Wisudhanta-
ra, S.E.

Dalam kesempatan ter-
sebut, BPK RI secara resmi 
memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas LKPD Provinsi Sula-
wesi Tengah Tahun Ang-
garan 2025. Raihan tersebut 
menjadi opini WTP ke-13 
yang berhasil dipertahan-
kan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah secara 
beruntun.

Baca PEMPROV Hal. 7

Pertamina
Turunkan Harga 
BBM Nonsubsidi 
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FOTO: ILUSTRASI

RAKOR PRODUK HUKUM DAERAH

SUASANA pembukaan rakor Produk Hukum Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 di Swiss-Belhotel Silae 
Palu, Selasa (2/6/2026). FOTO: BIRO ADPIM 

SULTENG RAYA – Gu-
bernur Sulawesi Tengah, 
Anwar Hafid menegaskan 
bahwa produk hukum dae-
rah tidak hanya berfungsi 
sebagai instrumen penga-
turan pemerintahan, tetapi 
juga harus menjadi motor 
inovasi dan penggerak per-
tumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan saat 
membuka Rapat Koordina-
si (Rakor) Produk Hukum 
Daerah Regional Sulawesi 
Tahun 2026 yang mengus-
ung tema “Evaluasi Ke-
patuhan Produk Hukum 
Daerah dalam Mendukung 
Reformasi Hukum Nasio-
nal” di Swiss-Belhotel Silae 
Palu, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri 
Direktur Produk Hukum 

Daerah Direktorat Jenderal 
Otonomi Daerah Kementeri-
an Dalam Negeri, Dra. Imel-
da, M.AP, Anggota Komisi II 
DPR RI Longki Djanggola, 
perwakilan kementerian dan 
lembaga, akademisi, serta 
para pemangku kepentingan 
dari wilayah Sulawesi.

Dalam sambutannya, 
Anwar Hafid mengatakan 
bahwa hakikat tugas peme-
rintah hanya ada dua, yakni 
mengatur dan mengurus. 
Oleh karena itu, keberadaan 
produk hukum menjadi 
fondasi utama dalam penye-
lenggaraan pemerintahan 
yang baik.

“Pemerintah tidak bisa 
berjalan tanpa payung hu-

ASISTEN Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parigi Mou-
tong, Adrudin memimpin rapat persiapan kunjungan tim Kementerian 
Transmigrasi RI, di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati, Senin (1/6/2026). 
FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Hara-
pan baru bagi pengemban-
gan kawasan transmigrasi di 
Kabupaten Parigi Moutong 
mulai mengemuka. Peme-
rintah daerah kini bersiap 
menyambut kunjungan tim 
Kementerian Transmigrasi 
RI yang akan melakukan 
dialog sekaligus meninjau 
langsung potensi unggulan 
daerah yang diproyeksikan 
menjadi bagian dari pen-
gembangan pusat ekonomi 
baru.

Persiapan tersebut di-
bahas dalam rapat yang 

PANCASILA DI TENGAH PENGABDIAN

UPACARA peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Ma-
polres Parigi Moutong, Senin (1/6/2026). FOTO: HUMAS POLRES 
PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Di tengah derasnya arus 
perubahan dan berbagai tantangan yang dihadapi 
bangsa, semangat menjaga persatuan kembali 
digaungkan jajaran Polres Parigi Moutong mel-
alui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. 
Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa 
Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan 
nilai hidup yang harus terus dirawat dalam setiap 
pengabdian kepada masyarakat.

Suasana khidmat mewarnai halaman Mapolres 
Parigi Moutong, Senin (1/6/2026) pagi, saat seluruh 
personel mengikuti Upacara Bendera Hari Lahir 
Pancasila. Upacara yang dimulai sekitar pukul 
07.20 Wita itu dipimpin langsung Kapolres Parigi 
Moutong, AKBP Dr. Hendrawan A.N., S.I.K., M.H., 
selaku Inspektur Upacara.

Barisan peserta yang terdiri dari peleton staf, Sat 
Samapta, Sat Polairud, Satlantas, Satintelkam, Sat-

Rektor Untad Beri Masukan Terkait Ketenagakerjaan ke DPR RI 

Kapolres Parigi 
Moutong Serukan 

Persatuan dan 
Tolak Radikalisme

KOMISI IX DPR RI menyerap aspirasi dan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Ketenagakerjaan di Kota Palu, Selasa (2/6/2026). FOTO: HUMAS UNTAD

SULTENG RAYA - Komi-
si IX DPR RI melaksanakan 
kunjungan kerja spesifik 
ke Provinsi Sulawesi Ten-
gah (Sulteng) dalam rangka 
menyerap aspirasi dan ma-
sukan terkait penyusunan 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Ketenagakerjaan. 
Kegiatan yang berlangs-
ung di Rumah Jabatan Si-
ranindi, Kota Palu, Selasa 
(2/6/2026), dipimpin langs-
ung Wakil Ketua Komisi IX 
DPR RI, Charles Honoris, 
bersama rombongan anggo-
ta Komisi IX DPR RI.

Kunjungan kerja spesifik 
tersebut bertujuan meng-

himpun berbagai pandan-
gan dari pemerintah dae-
rah, akademisi, organisasi 
pekerja, serta pemangku 
kepentingan lainnya guna 
memperkaya substansi revi-
si regulasi ketenagakerjaan 
yang saat ini sedang dibahas 
di tingkat nasional.

Dalam forum tersebut, 
Rektor Universitas Tadula-
ko, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., 
M.T menyampaikan sejum-
lah masukan strategis terkait 
arah pembaruan regulasi 
ketenagakerjaan Indonesia 
di tengah perubahan dunia 
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SULTENG RAYA - Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) menggelar upacara perin-
gatan Hari Lahir Pancasila yang ber-
langsung di halaman Kantor Kejati 
Sulteng, Senin (1/6/2026). Upacara 
tersebut dipimpin langsung Kepala 
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, 
Zullikar Tanjung, S.H., M.H., dan 
diikuti Wakil Kepala Kejaksaan 
Tinggi Sulteng, para pejabat utama, 
Kepala Kejaksaan Negeri Palu, para 
koordinator, pegawai, serta seluruh 
jajaran di lingkungan Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Tengah.

Melalui peringatan Hari Lahir Pan-
casila, Kajati menegaskan kembali 
komitmennya untuk terus menjaga 
persatuan, memperkuat semangat 
gotong royong, serta menjadikan 
nilai-nilai Pancasila sebagai landasan 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
penegakan hukum demi mewujud-
kan keadilan serta kemanfaatan bagi 
masyarakat.

Dalam pelaksanaan upacara ter-
sebut, Kajati membacakan amanat 
Kepala Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, 

yang menegaskan Pancasila telah 
terbukti menjadi perekat bangsa di 
tengah keberagaman suku, budaya, 
bahasa, dan agama yang dimiliki 
Indonesia. Di tengah dinamika glo-
bal yang diwarnai ketidakpastian 
ekonomi, perkembangan teknologi 
yang begitu pesat, hingga berbagai 
konflik geopolitik dunia, Pancasila 
tetap menjadi jangkar moral yang 
menjaga arah perjalanan bangsa.

Dia melanjutkan, Pancasila me-
rupakan bintang penuntun yang 
membimbing Indonesia untuk 
tetap kokoh dalam keberagaman. 
Nilai-nilai luhur yang terkandung 
di dalamnya telah menjadi fondasi 
kuat yang menyatukan lebih dari 17 
ribu pulau dan ratusan kelompok 
etnis dalam satu identitas kebangs-
aan Indonesia.

Selanjutnya, Indonesia memiliki 
tanggung jawab konstitusional untuk 
turut berkontribusi dalam mewujud-
kan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Nilai musyawa-
rah, gotong royong, serta penghor-
matan terhadap kemanusiaan yang 

terkandung dalam Pancasila dinilai 
menjadi modal penting bagi bangsa 
Indonesia dalam membangun diplo-
masi dan memperkuat perdamaian 
global.

Dalam amanatnya, diingatkan 
pembangunan nasional tidak cukup 
hanya bertumpu pada kemajuan ek-
onomi dan teknologi semata. Kema-
juan tersebut harus berjalan seiring 
dengan penguatan nilai moral, etika, 
serta karakter bangsa. Oleh sebab itu, 
seluruh elemen masyarakat, khu-
susnya generasi muda, diajak untuk 
menjadikan Pancasila sebagai ideo-
logi yang hidup, tumbuh, dan hadir 
dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 
Tahun 2026 di lingkungan Kejaksaan 
Tinggi Sulawesi Tengah tidak hanya 
menjadi agenda seremonial tahunan, 
tetapi juga momentum untuk mem-
perkuat komitmen institusi dalam 
menanamkan nilai-nilai kebangsaan, 
memperteguh integritas apara-
tur, serta meningkatkan pelayanan 
hukum yang adil, humanis, dan 
berorientasi pada kepentingan masy-
arakat. AMR

KAJATI Sulteng, Zullikar Tanjung, saat memimpin upacara peringatan Hari Pancasila, Senin (1/6/2026). FOTO:PENKUM KEJATI SULTENG

SULTENG RAYA – Satuan Lalu 
Lintas Polres Tojo Una-una (Touna) 
melatih Pocil (Pocil) kepada murid 
SD Negeri 1 Ratolindo, Kabupaten 
Touna, Sabtu (30/5/2026) sore. Ke-
giatan yang berlangsung di lapan-
gan SDN 1 Ratolindo itu, dipandu 
Ps. Kanit Kamsel Satlantas Polres 
Touna dengan melibatkan anggo-
ta Paskibraka dari SMA Negeri 1 
Ampana Kota.

Sebanyak 15 murid SDN 1 Ra-
tolindo mengikuti latihan Pocil 
yang bertujuan memberikan pem-
binaan karakter sekaligus edukasi 
keselamatan berlalu lintas sejak 
usia dini.

Kasat Lantas Polres Tojo Una-
Una, AKP H. Siswanto mengata-
kan program Pocil merupakan 
salah satu upaya kepolisian dalam 
membentuk generasi muda yang 
disiplin, bertanggung jawab, dan 
memiliki kesadaran hukum sejak 
dini.

“Kegiatan ini dilaksanakan den-
gan tujuan menanamkan kedisipli-
nan dan membentuk karakter posi-

tif anak-anak sejak usia dini,” ujar 
Siswanto. Menurutnya, melalui la-
tihan Pocil, para murid tidak hanya 
dilatih tentang baris-berbaris dan 
kedisiplinan, tetapi juga diberikan 
pemahaman mengenai pentingnya 
mematuhi aturan lalu lintas.

“Selain membentuk karakter, 
kegiatan ini juga bertujuan membe-
rikan edukasi tentang berlalu lintas 
sejak usia dini kepada para murid 
sehingga mereka dapat memahami 
pentingnya keselamatan di jalan,” 
jelasnya.

Siswanto berharap pengetahuan 
yang diperoleh para peserta dapat 
diterapkan dalam kehidupan seha-
ri-hari serta menjadi sarana untuk 
menumbuhkan budaya tertib ber-
lalu lintas di lingkungan keluarga 
maupun sekolah.

Melalui kegiatan tersebut, Sat-
lantas Polres Touna terus berupaya 
menanamkan nilai-nilai disiplin, 
tanggung jawab, dan keselamatan 
berlalu lintas kepada generasi 
muda sebagai pelopor keselamatan 
di masa depan. AMR

Murid SDN Ratolindo 
Dilatih Disiplin 
Berlalu Lintas 

SEJUMLAH murid SDN Ratolindo, saat mengikuti latihan disiplin berlalu lintas, 
Sabtu (30/5/2026). FOTO:DOK.SATLANTAS TOUNA  

Kajati Tegaskan 
Nilai Pancasila 

Jadi Landasan Tugas 

SULTENG RAYA - Tim Unit 
Reaksi Cepat (URC) Satreskrim 
Polres Donggala mengungkap kasus 
pencurian yang terjadi berulang kali 
di wilayah Desa Loli Oge, Kecamatan 
Banawa, Kabupaten Donggala, Senin 
(1/6/2026). Seorang pria berinisial 
NA alias Alung (23) diamankan 
bersama sejumlah barang bukti hasil 
kejahatan.

Pengungkapan kasus tersebut 
merupakan tindak lanjut dari empat 
laporan polisi yang diterima Polres 
Donggala terkait aksi pencurian 
yang terjadi dalam kurun waktu tiga 
bulan terakhir di rumah korban yang 
berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, 
Desa Loli Oge. 

Kasat Reskrim AKP Erick Wijaya 
mengatakan, berdasarkan hasil 
penyelidikan dan pengumpulan 
informasi di lapangan, Tim URC 
Satreskrim Polres Donggala berhasil 
mengidentifikasi terduga pelaku. 

Lalu, pada Jumat (29/5/2026) 
sekitar pukul 20.00 wita, petugas 
melakukan pelacakan terhadap 
keberadaan pelaku yang diketahui 
berada di kediamannya di BTN Silae, 
Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, 
Kota Palu. 

Setelah melakukan serangkaian 
penyelidikan, sekira pukul 23.30 
WITA, Tim URC berhasil menga-
mankan pelaku di rumahnya tanpa 
perlawanan. Selanjutnya,dibawa 
ke Polres Donggala guna menjalani 
pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil interogasi, pelaku men-
gakui telah melakukan beberapa 
aksi pencurian di rumah korban. 
Barang-barang yang berhasil dicuri 
antara lain satu unit trafo las, satu 

S U L T E N G  R A Y A  – 
Dalam upaya menjaga situ-
asi keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) 
tetap aman dan kondusif, 
personel Polsek Baolan ber-
sama personel Kodim 1305/
Buol-Tolitoli (BTL) dan Kora-
mil 1305-01/Baolan melaksa-
nakan patroli gabungan di 
wilayah Kecamatan Baolan, 
Kabupaten Tolitoli, Minggu 
(31/5/2026) dini hari.

Kegiatan patroli yang di-
mulai sekitar pukul 00.00 
Wita itu merupakan bentuk 
sinergitas dan soliditas an-
tara TNI dan Polri dalam 
menjaga stabilitas keamanan 
serta memberikan rasa aman 
kepada masyarakat, khusus-
nya pada malam hingga dini 
hari yang rawan terjadinya 
gangguan kamtibmas.

P a t r o l i  g a b u n g a n 
menyasar sejumlah titik 
yang dianggap rawan ter-
jadinya tindak kriminalitas, 
aksi balap liar, perkelahian 
antar kelompok, serta ak-
tivitas masyarakat yang 
berpotensi mengganggu 
ketertiban umum. Selain me-
lakukan pemantauan situasi, 
petugas juga aktif berdialog 
dengan masyarakat dan 

memberikan imbauan kam-
tibmas secara humanis.

Dalam kegiatan tersebut, 
personel gabungan men-
gajak masyarakat untuk 
bersama-sama menjaga 
keamanan lingkungan den-
gan menghindari berbagai 
aktivitas yang dapat memi-
cu gangguan kamtibmas, 
seperti mengonsumsi minu-
man keras, melakukan per-
kelahian, maupun tindakan 
melanggar hukum lainnya.

Selain memberikan edu-
kasi kepada masyarakat, 
patroli gabungan juga me-
lakukan pemeriksaan ter-
hadap kendaraan bermotor 
yang melintas di sejumlah 
ruas jalan utama. Peme-
riksaan dilakukan sebagai 
langkah antisipasi terhadap 
pelanggaran lalu lintas yang 
berpotensi mengganggu 
kenyamanan masyarakat, 
termasuk penggunaan knal-
pot yang tidak sesuai spe-
sifikasi teknis atau knalpot 
brong.

Kapolsek Baolan, Iptu 
Samir Muhammad, dari 
hasil patroli tersebut, petu-
gas berhasil mengamankan 
tiga unit sepeda motor yang 
menggunakan knalpot tidak 

sesuai standar. Kendaraan 
tersebut kemudian dibawa 
dan diamankan di Mako 
Polsek Baolan untuk dila-
kukan penanganan lebih 
lanjut sesuai ketentuan yang 
berlaku.

Penindakan terhadap 
penggunaan knalpot tidak 
sesuai standar dilakukan, 
karena selain melanggar 
aturan lalu lintas, suara 
bising yang ditimbulkan 
juga sangat meresahkan 
masyarakat dan berpotensi 
mengganggu kenyamanan 
lingkungan, terutama pada 
malam hingga dini hari.

Melalui kegiatan patroli 
rutin dan berkelanjutan, 
TNI-Polri berharap dapat te-
rus memperkuat kemitraan 
dengan masyarakat dalam 
menjaga keamanan ling-
kungan serta menciptakan 
situasi yang aman, nyaman, 
dan kondusif di wilayah 
Kecamatan Baolan.

“Selama pelaksanaan pa-
troli berlangsung, situasi 
kamtibmas di wilayah hu-
kum Polsek Baolan terpan-
tau aman, tertib, dan kondu-
sif tanpa adanya gangguan 
keamanan yang menon-
jol,”jelasnya. AMR

PERSONEL TNI-Polri, saat melaksanakan patroli gabungan dini hari, Minggu (31/5/2026). FOTO: IST

Sinergitas TNI-Polri, 
Patroli Dini Hari 

TIM URC Polres Donggala, saat mengamankan pelaku pencurian bersama beberapa 
barang bukti, belum lama ini. FOTO:DOK.SATRESKRIM POLRES DONGGALA

Tim URC Ringkus Pelaku 
Pencurian di Loli Oge

unit kipas angin, satu unit laptop, 
satu unit tape, satu unit telepon geng-
gam iPhone 6, serta satu unit handy 
talky beserta chargernya.

Tidak hanya mengamankan pela-
ku, petugas juga berhasil menelusuri 
keberadaan barang bukti yang sebe-
lumnya telah dijual kepada seorang 
penadah di wilayah Kelurahan Wa-
tusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota 
Palu. Seluruh barang bukti tersebut 
kemudian berhasil diamankan untuk 
kepentingan penyidikan.

Saat ini pelaku beserta barang 
bukti telah diamankan di Mapolres 
Donggala guna menjalani proses 
hukum lebih lanjut sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

Kasat mengapresiasi kerja ce-
pat Tim URC dalam mengungkap 
kasus tersebut. Selain itu, pihaknya 

mengimbau masyarakat untuk me-
ningkatkan kewaspadaan terhadap 
tindak kejahatan pencurian dengan 
melengkapi rumah maupun tempat 
usaha menggunakan sarana keama-
nan seperti CCTV, alarm, dan sistem 
pengamanan lainnya.

“Partisipasi masyarakat sangat 
dibutuhkan dalam menjaga situasi 
kamtibmas. Kami mengajak seluruh 
warga untuk aktif bertukar informa-
si dan segera melaporkan apabila 
mengetahui adanya aktivitas men-
curigakan di lingkungan sekitar,” 
ujar kasat. 

Keberhasilan pengungkapan kasus 
ini menjadi bukti komitmen Polres 
Donggala dalam memberikan rasa 
aman kepada masyarakat serta me-
nindak tegas setiap pelaku tindak 
pidana yang meresahkan warga. AMR
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SULTENG RAYA - Pe-
serta Program Pemagangan 
Nasional Kementerian Ke-
tenagakerjaan di lingkun-
gan Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu, melaksanakan 
presentasi inovasi pada ma-
sing-masing seksi serta Sub-
bagian Tata Usaha. 

Kepala Kantor Imigra-
si (Kakanim) Kelas I TPI 
Palu, Muhammad Akmal 
mengatakan, kegiatan ini 
menjadi salah satu rangkai-
an pembinaan dan pembe-
lajaran untuk mendorong 
peserta magang memahami 
proses kerja, alur pelayanan, 
serta pengembangan inovasi 
di lingkungan kerja keimi-
grasian.

“Berbagai inovasi yang 
dipresentasikan merupakan 
hasil pengamatan, pengem-
bangan, serta implementasi 
langsung oleh peserta pema-
gangan selama menjalankan 
tugas pada unit kerja ma-
sing-masing,” katanya.

Kakanim menyebutkan, 
inovasi tersebut meliputi SI-
DEI (Sistem Informasi Data 
Elektronik Imigrasi) pada 
Seksi Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Keimigrasi-
an (TIKKIM), SIGAP (Sistem 
Informasi Lengkap BAP) 
pada Seksi Intelijen dan 
Penindakan Keimigrasian 
(INTELDAKIM), SINTUVU 
(Sistem Informasi Navigasi 
Transparan, Unggul, Visio-
ner, Akurat) dan BATABE 
(Basis Informasi Tamu Ber-
kunjung) pada Seksi Lalu 

Muhammad Akmal

Peserta Magang 
Batch 2 Paparkan 

Inovasi di Lingkungan 
Kerja Keimigrasian

Lintas Keimigrasian (LAN-
TASKIM).

Selanjutnya, Panduan 
Pembuatan Akun Penjamin 
dan Perpanjangan Izin Ting-
gal Berbasis Kode QR bagi 
WNA pada Seksi Izin Ting-
gal dan Status Keimigrasian 
(INTALTUSKIM), SIKABAR 
(Sistem Informasi Keterse-
diaan Barang) pada Urusan 
Umum, SPM SNAPCHECK 
pada Urusan Keuangan, 
serta Buku Saku Kode Etik 
dan Disiplin Pegawai pada 
Urusan Kepegawaian.*/YAT

Kegiatan ini menjadi mo-
mentum penting bagi ko-
munitas untuk mempererat 
solidaritas antaranggota 
sekaligus mengampanyekan 
budaya berkendara aman 
dan bertanggung jawab di 
jalan raya.

Acara dibuka secara resmi 
oleh Ketua HASCI Luwuk 
Chapter, Zacky Labelo, serta 
dihadiri Ketua Regional 2 
HASCI Sulawesi, Kepala 
Cabang Honda Anugerah 

Perdana Luwuk Ronald 
Willy Wowor, dan PIC Com-
munity Main Dealer Anuge-
rah Perdana Honda Region 
Sulawesi Tengah, Rionald. 

Kehadiran berbagai pihak 
tersebut, menjadi bentuk du-
kungan terhadap perkem-
bangan komunitas Honda 
sebagai wadah positif bagi 
para pecinta otomotif.

Rangkaian kegiatan dia-
wali dengan Rolling City 
yang diikuti anggota HASCI 

POSE bersama dalam pelaksanaan Declaration dan Anniversary Honda Stylo Club Indonesia (HASCI) Luwuk Chapter yang berlangs-
ung di Kabupaten Banggai. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Declaration dan Anniversary HASCI 
Luwuk Perkuat Solidaritas Komunitas 

dan Budaya Berkendara Aman

SULTENG RAYA - Sete-
lah berhasil mengamankan 
barang-barang berharga 
milik masyarakat yang ter-
dampak banjir, personel 
Batalyon C Pelopor Satbri-
mob Polda Sulteng langsung 
melanjutkan aksi kemanusi-
aan dengan menggelar giat 
bantuan SAR pembersihan 
sisa-sisa sampah dan mate-
rial pascabanjir di Desa Ba-
horuru, Kecamatan Bungku 
Tengah, Kabupaten Moro-
wali. Langkah cepat ini dila-
kukan seiring dengan mulai 
surutnya genangan air di 
beberapa titik pemukiman. 
Dengan menggunakan per-
alatan pendukung, para per-
sonel Brimob bersama war-
ga setempat bahu-membahu 
membersihkan endapan 
lumpur, tumpukan sampah, 
serta ranting pohon yang 
menyumbat fasilitas umum 
dan jalur drainase. SULTENG RAYA - Ke-

celakaan lalu lintas terjadi 
di Jalan Trans Sulawesi, 
Desa Torue, Kecamatan 
Torue, Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout), Ahad 
(24/5/2026) sekira pukul 
17.00 Wita. 

Insiden tersebut, melibat-
kan sebuah mobil tronton 
tangki Hino bernomor polisi 
DN 8870 NU dengan sepeda 
motor Yamaha Vino DN 
5356 PR yang dikendarai 
dua pelajar perempuan.

Berdasarkan informasi 
yang dihimpun, kendaraan 
tronton Hino yang dikemu-
dikan Abubakar Al-Mahdali 
(50), warga Kecamatan Le-
mito, Kabupaten Pohuwato, 
bergerak dari arah timur 
menuju barat. Pada saat 
bersamaan, sepeda motor 
Yamaha Vino yang diken-
darai Sasya Aulia Ramsu 
(15), warga Desa Tolai Barat, 
melaju searah di depan ken-
daraan tronton.

Saat hendak mendahului, 
bemper kiri mobil tronton 
diduga menyenggol sepeda 
motor Yamaha Vino hingga 
pengendara kehilangan ken-

dali dan terjatuh ke badan 
jalan. 

Akibat kejadian terse-
but, pengendara maupun 
penumpang motor men-
galami sejumlah luka lecet 
di beberapa bagian tubuh 
dan langsung dilarikan 
ke Puskesmas Torue guna 
mendapatkan penanganan 
medis.

Pengendara motor, Sasya 
Aulia Ramsu, mengalami 
luka lecet pada dagu, pipi 
kanan, lutut kanan dan kiri, 
punggung kaki kanan serta 
tangan kanan. Sementara 
penumpangnya, Natalia 
Debora Roa (17), mengalami 
luka lecet di bawah bibir, 
bengkak pada dahi kanan, 
serta luka lecet di bagian 
siku, lengan, dan mata kaki 
kanan.

Selain menimbulkan kor-
ban luka ringan sebanyak 
dua orang, kecelakaan itu 
juga menyebabkan kerugian 
material diperkirakan men-
capai Rp1 juta. 

Sepeda motor Yamaha 
Vino mengalami kerusa-
kan berupa baret pada bodi 
samping kanan dan spion 

kanan patah, sedangkan 
mobil tronton mengalami 
goresan pada bagian bagasi 
samping kiri.

Kapolsek Torue, Iptu 
Ramlin, mengatakan pihak 
kepolisian bergerak cepat 
mendatangi lokasi kejadi-
an setelah menerima lapo-
ran masyarakat. “Personel 
langsung menuju TKP un-
tuk melakukan olah tempat 
kejadian perkara, mencatat 
identitas korban dan saksi, 
serta mengamankan barang 
bukti guna kepentingan 
penyelidikan lebih lanjut. 
Kami mengimbau seluruh 
pengguna jalan agar selalu 
berhati-hati dan memper-
hatikan keselamatan saat 
berkendara, terutama ketika 
hendak mendahului kenda-
raan lain,” tegasnya.

Dari hasil sementara, fak-
tor penyebab kecelakaan 
diduga akibat kurangnya 
kehati-hatian kedua pengen-
dara saat melintas di jalur 
Trans Sulawesi yang cukup 
padat aktivitas kendaraan. 
Polisi juga telah meminta 
keterangan saksi guna men-
dalami insiden tersebut.*/YAT

PETUGAS Polsek Torue saat berada di lokasi Kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa 
Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Ahad (24/5/2026) malam. FOTO: 
DOK POLSEK TORUE

Truk Tangki Senggol 
Motor Pelajar di Jalan 
Trans Sulawesi Torue

PERSONEL Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng langsung me-
lanjutkan aksi kemanusiaan dengan menggelar giat bantuan SAR pember-
sihan sisa-sisa sampah dan material pascabanjir di Desa Bahoruru, Keca-
matan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. FOTO: SATBRIMOB POLDA 
SULTENG

Brimob Sulteng Bersihkan Sisa 
Material Banjir di Desa Bahoruru

Pembersihan saluran air 
menjadi prioritas utama 
petugas di lapangan guna 
memastikan aliran pembu-
angan kembali lancar, seka-
ligus sebagai langkah anti-
sipasi mencegah terjadinya 
banjir susulan jika curah 
hujan kembali meningkat.

Komandan Batalyon (Da-
nyon) C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng Kompol Di-
mas Putra Kembaran, S.I.K., 
M.H., menjelaskan bahwa 
penanganan bencana oleh 
jajarannya dilakukan secara 
tuntas, mulai dari fase dar-
urat evakuasi hingga fase 

pemulihan lingkungan.
"Setelah memastikan se-

luruh warga dan barang 
berharga milik mereka die-
vakuasi ke tempat aman, 
fokus gerakan personel di 
lapangan langsung kita ali-
hkan pada pembersihan 
material pascabanjir. Kami 
bergotong-royong mem-
bersihkan sisa lumpur dan 
sampah yang menyumbat 
selokan agar aktivitas sosial 
serta roda ekonomi masy-
arakat sekitar bisa segera 
kembali normal," ujar Kom-
pol Dimas Putra Kembaran.

Melalui aksi berkelanjutan 
ini, fasilitas umum dan jalan 
desa kini mulai dapat diak-
ses kembali oleh kendaraan. 
Personel Batalyon C Pelopor 
pun tetap disiagakan untuk 
memantau situasi kewilay-
ahan guna mengantisipasi 
dampak cuaca ekstrem ke 
depan.*/YAT

SULTENG RAYA – Semangat kebersamaan 
dan persaudaraan mewarnai pelaksanaan 
Declaration dan Anniversary Honda Stylo 
Club Indonesia (HASCI) Luwuk Chapter 
yang berlangsung di Kabupaten Banggai.

bersama komunitas Honda 
ADV Nusantara Luwuk 
dan Lentora Beat Commu-
nity Palu. Selama kegiatan 
berlangsung, seluruh pe-
serta tetap mengedepan-
kan kampanye keselamatan 
berkendara #Cari_Aman 
dengan menggunakan per-
lengkapan berkendara yang 
sesuai standar, seperti helm 
berstandar SNI, jaket, dan 
sarung tangan, serta mema-
tuhi peraturan lalu lintas.

Selain mempererat ke-
bersamaan antaranggota 
komunitas, kegiatan ini juga 
diisi dengan edukasi kese-
lamatan berkendara yang 
disampaikan oleh PIC Safety 
Riding Main Dealer Anuge-
rah Perdana Honda Region 
Sulawesi Tengah, Yusman. 

Dalam sesi tersebut, peserta 
mendapatkan pemahaman 
mengenai pentingnya mem-
prediksi potensi bahaya di 
jalan, menjaga jarak aman 
dengan kendaraan lain, me-
nerapkan teknik pengere-
man yang tepat, serta mem-
bangun etika berkendara 
yang baik sebagai bentuk 
kepedulian terhadap kese-
lamatan diri sendiri maupun 
pengguna jalan lainnya.
Peserta juga diperkenalkan 
dengan berbagai program 
terbaru Honda, termasuk 
kampanye Honda Stylo 160 
"Selow" serta aplikasi Mo-
toroyaku yang memberikan 
kemudahan layanan dan 
berbagai keuntungan bagi 
konsumen maupun anggota 
komunitas Honda.

PIC Community Main 
Dealer Honda Sulawesi Ten-
gah, Rionald, mengatakan 
bahwa komunitas Honda 
memiliki peran penting 
dalam membangun buda-
ya berkendara yang aman 
sekaligus menjadi ruang 
untuk mempererat hubun-
gan antarpengguna sepeda 
motor Honda.

"Melalui kegiatan Declara-
tion dan Anniversary HAS-
CI Luwuk Chapter ini, kami 
berharap semangat keber-
samaan yang telah terjalin 
dapat terus tumbuh melalui 
berbagai aktivitas positif. 
Komunitas Honda diharap-
kan tidak hanya menjadi 
wadah untuk menyalurkan 
hobi, tetapi juga mampu 
menjadi pelopor kesela-
matan berkendara dan men-
ginspirasi masyarakat untuk 
selalu menerapkan budaya 
#Cari_Aman dalam setiap 
perjalanan," ujar Rionald. 
Melalui kegiatan ini, HASCI 
Luwuk Chapter diharapkan 
dapat terus berkembang 
menjadi komunitas yang 
solid, aktif, dan memberi-
kan kontribusi positif bagi 
masyarakat. Sejalan dengan 
komitmen Honda dalam 
menghadirkan pengalaman 
berkendara yang aman, nya-
man, dan menyenangkan, 
sinergi antar komunitas 
Honda diharapkan mampu 
terus menggaungkan pen-
tingnya keselamatan ber-
kendara melalui semangat 
#Cari_Aman.*/YAN
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
1. Wati, S.Si, berupa :         

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 267/Tibo, LT : 2.310 m² a.n. Kasnanga, terletak di Jl. 
Poros Tolitoli-Palu, Desa/Kel. Tibo, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 555,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 117,000,000.-  
 

2. Ardianto, berupa :         
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 00491/Kaleke, LT 580 m² an. Ardianto, terletak di Jl. 
Poros Palu – Bangga, Desa Kaleke, Kec. Dolo Barat, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah  
Harga limit lelang  Rp. 474,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 100,000,000.- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 17 Juni 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 03 Juni 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Ahmadi, berupa : 
Sebidang tanah berupa (Rumah tinggal) seluas 2.500 m2 sesuai SHM No. 104/Kotanagaya tanggal 19/04/2004 an. Ahmadi 
yang terletak di Jalan Desa Kotanagaya, Desa Kotanagaya, Kec.Bolane Lambunu (dahulu Moutong), Kab. Parigi Moutong, 
Prov. Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 664.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 140.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 Juni 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 03 Juni 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
CV. Multi Christi Utama, berupa : 
Sebidang tanah seluas 19.997 m2 sesuai SHM No. 224/Bubung tanggal 31/12/2008 a.n Djukri Halim Katili yang terletak di 
Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan (dahulu Luwuk), Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 2.399.600.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 504.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026 

Batas Akhir Penawaran : 17 Juni 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang : 

KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN LELANG ULANG 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit di surat Kabar Harian Sulteng Raya tanggal 31 
Maret 2026 dan Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda–Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management 
X/Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang 
secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik 
debitur atas nama :  

 
Pangeran Pal, berupa : 
a. Sebidang tanah seluas 504 m2 sesuai SHM No. 584/Duyu tanggal 17/02/2007 an. Pangeran yang terletak di Kelurahan 

Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 82.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 18.000.000,- 
 

b. Sebidang tanah seluas 570 m2 sesuai SHM No. 581/Duyu tanggal 17/02/2007 an. Rostiah Kasim, SH yang terletak di 
Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 94.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 20.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026 

Batas Akhir Penawaran : 10 Juni 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server) 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 
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PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

PEKERJA mengangkut hasil panen kelapa sawit. FOTO: REP

Ekspor Sawit-Tambang Wajib Lewat DSI
SULTENG RAYA - Danantara Indonesia me-
mastikan kehadiran Danantara Sumber Daya 
Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu me-
kanisme perdagangan global komoditas stra-
tegis seperti sawit dan batu bara. Danantara 
menilai sistem perdagangan internasional 
yang sudah terbentuk tetap menjadi acuan 
utama dalam penentuan harga dan transaksi 
ekspor komoditas.

Managing Director Sta-
keholders Management & 
Communications Dananta-
ra Indonesia Rohan Hafas 
mengatakan, perdagangan 
komoditas strategis tetap 
mengikuti mekanisme pasar 
global sehingga tidak dila-
kukan secara tertutup atau 
berdasarkan kesepakatan 
sepihak antar pelaku usaha.

“Bursa komoditas di du-
nia ini sudah terjadi, sudah 
terbentuk. Mereka juga, 
kalau kita beli minyak kan 
Indonesia juga beli di bursa 
brand oil. Pembeli-penjual 
ada matchmaker-nya,” ujar 
Rohan saat media briefi ng 
penguatan tata kelola ek-
spor komoditas strategis di 
Wisma Danantara, Jakarta, 
Rabu (20/5/2026).

Menurut Rohan, kekha-
watiran pelaku usaha terkait 
potensi intervensi harga 
tidak perlu terjadi kare-
na harga komoditas tetap 
mengacu pada harga pasar 
internasional. Ia mengata-

yang dapat merugikan ne-
gara dalam perdagangan 
komoditas strategis. Rohan 
mengatakan, DSI pada ta-
hap berikutnya juga akan 
berperan sebagai trader 
yang membeli komoditas 
strategis dari pelaku usaha 
domestik. Skema tersebut 
diharapkan dapat menjaga 
transparansi harga jual dan 
memastikan nilai komoditas 
sesuai harga riil di pasar 
internasional. “Di tahap dua 
kan DSI yang bayar para 
pengusaha batu bara dan 
sawit itu. Kalau harganya 
dia mau minta lebih? Engg-
ak bisa dong. Di bursa-bursa 
dunia ini angkanya segini, 
enggak ada bisa tekan,” 
ujar Rohan. Ia menegas-
kan kebijakan penguatan 
tata kelola ekspor melalui 
DSI merupakan bagian dari 
upaya menjaga kepentingan 
nasional dalam pengelolaan 
sumber daya alam Indone-
sia. Menurut dia, komoditas 
strategis Indonesia tetap 
harus dijual dengan meka-
nisme harga terbaik sesuai 
pasar global.RPB

kan para eksportir maupun 
pembeli global selama ini 
juga bertransaksi berdasar-
kan sistem perdagangan 
terbuka yang sudah berjalan 
lama. “Kalau sudah punya 
langganan juga dia enggak 
bisa one on one. Kedua, mar-
ket-nya juga sudah jelas,” 
kata Rohan.

Danantara menilai pem-
bentukan DSI justru menjadi 
bagian dari upaya mem-
perkuat tata kelola ekspor 
sumber daya alam nasio-
nal agar lebih transparan 
dan akuntabel. Salah satu 
fokusnya ialah mencegah 
praktik under invoicing 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PERINGATAN Hari Lahir Panca-
sila setiap 1 Juni selalu mengha-
dirkan ruang refleksi tentang fon-
dasi kebangsaan yang menjadi 

perekat Indonesia. Bukan sekadar rumusan 
historis yang lahir dari pergulatan para pen-
diri bangsa, Pancasila merupakan panduan 
moral dan filosofis dalam penyelenggaraan 
negara serta kehidupan bermasyarakat.

Menarik ketika filosofi Pancasila dihadap-
kan dengan korupsi yang hingga saat ini 
masih membudaya. Juru bicara Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo 
menyebut semakin kuat nilai-nilai Pancasila 
diimplementasikan dalam penyelenggaraan 
negara maupun kehidupan sehari-hari, 
semakin kecil ruang bagi korupsi untuk 
tumbuh dan berkembang.

Korupsi pada hakikatnya memang ber-
tentangan dengan seluruh sila Pancasila. 
Korupsi menodai Ketuhanan Yang Maha 
Esa karena mengkhianati nilai kejujuran dan 
amanah. Korupsi mencederai Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab karena merampas 
hak masyarakat memperoleh pelayanan dan 
kesejahteraan.

Korupsi juga merusak Persatuan Indo-
nesia karena menciptakan ketimpangan 
dan ketidakpercayaan terhadap negara. 
Musyawarah yang menjadi roh sila keempat 
kehilangan makna ketika keputusan publik 
diperjualbelikan. Pada akhirnya, korupsi 
menjadi musuh utama Keadilan Sosial bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia.

Namun, kita mesti berhati-hati. Men-
jadikan Pancasila sebagai satu-satunya 
andalan pemberantasan korupsi berisiko 
menjauhkan perhatian dari akar persoalan 
yang sesungguhnya. Pancasila tidak boleh 
direduksi menjadi sekadar kosmetik politik 
untuk menutupi kegagalan institusional 
dalam membangun tata kelola pemerinta-
han yang transparan.

Selama sistem pengawasan internal masih 
bisa diakali, institusi penegak hukum masih 
tebang pilih dan cenderung lembek, serta in-
dependensi peradilan bisa dikompromikan 
melalui suap dan relasi kekuasaan, korupsi 
akan terus berpesta pora. Tragisnya, itu ke-
rap terjadi di ruangan-ruangan berpendin-
gin udara yang pada dindingnya terpasang 
megah lambang Garuda Pancasila.

Konstitusi sebenarnya telah memberikan 
arah yang sangat jelas. Pembukaan UUD 
1945 menegaskan tujuan negara untuk me-
lindungi segenap bangsa Indonesia, mema-
jukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadi-
lan sosial. Tujuan tersebut mustahil tercapai 
jika praktik korupsi terus menggerogoti 
sumber daya publik.

Lebih jauh, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
menegaskan bahwa Indonesia adalah ne-
gara hukum. Konsekuensinya, tata kelola 
negara tidak boleh bergantung semata pada 
kesadaran moral individu, tetapi harus 
ditopang sistem hukum yang kuat, trans-
paran, dan mampu menjamin akuntabilitas. 
Negara hukum dibangun di atas institusi 
yang bekerja, bukan sekadar niat baik para 
penyelenggaranya.

Sudah saatnya kita berhenti menjadikan 
Pancasila sebagai tempat pelarian dari kega-
galan, atau lebih buruk lagi, ketidakmauan 
kita dalam membenahi sistem tata kelola 
negara. Kita harus sadar bahwa sistem yang 
bobrok dan penuh celah akan membuat 
orang baik sekalipun tergelincir menjadi 
korup. Sebaliknya, sistem tata kelola dan 
hukum yang kuat, transparan, dan tanpa 
kompromi akan memaksa orang yang ber-
niat jahat untuk tetap bertindak lurus.

Koruptor tidak takut kepada mantra 
Pancasila yang menggaung lewat retorika 
pidato kebangsaan. Selama celah-celah 
korupsi masih ada di sana-sini, pidato ten-
tang Pancasila hanya akan menjadi gema 
yang hilang di ruang-ruang kekuasaan, se-
mentara praktik korupsi justru tak kunjung 
bisa dihilangkan.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 
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AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-
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Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Pengetatan Tata Kelola Sekolah Rakyat 
Perkuat Kualitas Pendidikan Inklusif Nasional

PEMERINTAH terus menunjukkan keseriusan-
nya dalam memperkuat kualitas pendidikan na-
sional melalui pengetatan tata kelola Program 
Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian 
penting dari strategi besar negara untuk meng-
hadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan 
berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya anak-anak dari keluarga miskin ek-
strem yang selama ini menghadapi keterbatasan 
akses terhadap layanan pendidikan yang layak.

PROGRAM Sekolah 
Rakyat dirancang 
bukan sekadar se-
bagai perluasan 

akses pendidikan, melainkan 
sebagai instrumen strategis 
negara untuk memutus rantai 
kemiskinan antargenerasi. 
Pemerintah memandang pen-
didikan sebagai jalan paling 
efektif dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manu-
sia sekaligus memperkuat 
fondasi pembangunan nasio-
nal secara berkelanjutan.

Dalam memastikan pro-
gram berjalan sesuai tujuan, 
pemerintah memperketat 
seluruh mekanisme tata ke-
lola sejak tahap perencanaan, 
seleksi peserta didik, penge-
lolaan fasilitas, hingga sistem 
pengawasan penggunaan 
anggaran. Pendekatan ini 
dilakukan agar setiap sumber 
daya yang dialokasikan be-
nar-benar memberi manfaat 
optimal bagi masyarakat yang 
paling membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah 
Yusuf, menegaskan bahwa 
Sekolah Rakyat secara khusus 
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pihak-pihak yang berpotensi 
merusak substansi program.

Penguatan tata kelola pro-
gram turut mendapat perhati-
an serius dari Komisi Pembe-
rantasan Korupsi. Ketua KPK, 
Setyo Budiyanto, menilai 
Sekolah Rakyat merupakan 
program strategis dengan tu-
juan sosial yang sangat besar 
karena menyasar masyarakat 
yang membutuhkan dukun-
gan nyata dari negara melalui 
pendidikan.

Menurut pandangan Setyo, 
keberhasilan sebuah program 
pemerintah tidak cukup di-
ukur dari tingginya serapan 
anggaran, melainkan dari kua-
litas manfaat yang benar-benar 
dirasakan masyarakat. Karena 
itu, kualitas pengadaan barang 
dan layanan penunjang pen-
didikan harus diawasi secara 
ketat agar sesuai standar dan 
kebutuhan penerima manfaat.

Keterlibatan KPK dalam 
pengawasan memberi sinyal 
kuat bahwa pemerintah ber-
komitmen menghadirkan tata 
kelola modern yang terbuka 
dan akuntabel. Kehadiran 
pengawasan eksternal seka-
ligus memperkuat legitimasi 
program di mata publik serta 
mencegah potensi penyim-
pangan sejak dini.

Respons cepat pemerintah 
terhadap isu dugaan ketidak-
sesuaian dalam pengadaan 
perlengkapan sekolah men-
unjukkan keseriusan tersebut. 
Kementerian Sosial segera 
melakukan pemeriksaan dan 
klarifikasi secara menyeluruh 
untuk memastikan seluruh 
proses berjalan sesuai keten-
tuan yang berlaku.

Wakil Menteri, Sosial Agus 
Jabo Priyono, menegaskan 

bahwa investigasi dilakukan 
secara mendalam agar hasil 
pemeriksaan dapat dipertang-
gungjawabkan secara objektif. 
Ia menekankan bahwa hasil 
audit akan menjadi dasar 
pengambilan langkah lanjutan 
sesuai mekanisme hukum 
yang berlaku.

Sikap tegas pemerintah 
tersebut menunjukkan bahwa 
pemerintah tidak menoleransi 
setiap potensi penyimpangan 
yang dapat mencederai tujuan 
program. Tata kelola yang 
kuat tidak hanya dibangun 
melalui regulasi administratif, 
tetapi juga melalui tindakan 
korektif yang cepat dan te-
rukur.

Di sisi lain, Agus Jabo juga 
memberikan apresiasi ter-
hadap seluruh jajaran yang 
terus bekerja keras menyuk-
seskan pelaksanaan Sekolah 
Rakyat. Menurutnya, keber-
hasilan program ini sangat 
bergantung pada soliditas se-
luruh unsur pelaksana dalam 
menjalankan amanah negara 
secara profesional dan disiplin.

Pengawasan berlapis yang 
melibatkan unsur internal, 
aparat penegak hukum, hingga 
lembaga pengawas indepen-
den menjadi fondasi penting 
dalam menjaga kredibilitas 
program. Skema ini dirancang 
untuk menutup celah terja-
dinya penyimpangan sekaligus 
memastikan setiap tahapan 
berjalan sesuai aturan.

Selain aspek pengawasan, 
pemerintah juga memperkuat 
kualitas pendidikan melalui 
sistem pembelajaran berba-
sis asrama yang dirancang 
secara terintegrasi. Model ini 
memungkinkan pembinaan 
akademik, karakter, kedisipli-

nan, dan pengembangan ke-
terampilan hidup dilakukan 
secara menyeluruh.

Pemerintah meyakini bah-
wa pendidikan berbasis as-
rama mampu membentuk 
ekosistem pembelajaran yang 
lebih terarah. Interaksi yang 
berlangsung secara intensif 
antara peserta didik, pendi-
dik, dan pengelola sekolah 
akan menciptakan proses 
pendidikan yang lebih kom-
prehensif dalam membangun 
kapasitas intelektual maupun 
mental siswa.

Pemanfaatan teknologi 
dalam pengawasan dan pen-
gelolaan sekolah juga menjadi 
bagian dari penguatan tata 
kelola. Sistem yang terinte-
grasi memungkinkan penga-
wasan lebih efektif, sekaligus 
memastikan setiap proses 
berjalan secara terukur dan 
transparan.

Sekolah Rakyat tidak hanya 
menitikberatkan pada capaian 
akademik, tetapi juga pada 
pembentukan karakter peser-
ta didik. Lingkungan belajar 
yang tertib dan terstruktur 
menjadi sarana penting dalam 
membangun generasi yang 
mandiri, disiplin, dan memi-
liki daya saing tinggi.

Program Sekolah Rakyat 
juga memperlihatkan keber-
pihakan pemerintah terhadap 
pemerataan pembangunan 
manusia. Di tengah tantangan 
ketimpangan akses pendi-
dikan di berbagai daerah, 
Sekolah Rakyat hadir se-
bagai solusi konkret untuk 
memastikan tidak ada anak 
bangsa yang tertinggal hanya 
karena keterbatasan ekonomi. 
*) Peneliti Pendidikan dan Kese-
jahteraan Sosial

diperuntukkan bagi kelom-
pok masyarakat yang berada 
dalam kategori paling rentan 
berdasarkan Data Tunggal So-
sial Ekonomi Nasional. Karena 
itu, mekanisme penerimaan 
peserta didik dilakukan mel-
alui proses verifikasi ketat dan 
penjangkauan langsung oleh 
pemerintah, bukan melalui 
pendaftaran terbuka seperti 
sekolah pada umumnya.

Pendekatan tersebut dinilai 
penting untuk memastikan 
program tidak melenceng 
dari sasaran utamanya. Pe-
merintah ingin memastikan 
bahwa fasilitas pendidikan 
yang disediakan benar-be-
nar diterima oleh anak-anak 
yang membutuhkan interven-
si negara agar memperoleh 
kesempatan yang sama untuk 
berkembang.

Saifullah Yusuf juga mene-
kankan bahwa pemerintah 
tidak memberikan ruang bagi 
praktik penyimpangan dalam 
bentuk apa pun. Seluruh pro-
ses dirancang agar berjalan 
secara transparan, akuntabel, 
dan bersih dari intervensi 

Pancasila 
bukan Mantra 

Antikorupsi
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KINI, setelah ber-
p u l u h - p u l u h 
tahun berlalu, 
Pancasila kem-

bali diperingati dalam nuansa 
yang lebih merdeka, tidak 
lagi dalam bayang-bayang 
kolonial. Kebebasan itu mem-
buat Pancasila menghadapi 
tantangan yang makin dina-
mis. Peringatan itu kini di-
meriahkan di tengah riuhnya 
kepungan kemajuan teknologi 
yang memungkinkan batas-
batas imajiner antarnegara 
menjadi semakin tipis akibat 
digitalisasi yang melesat cepat 
dan berkembangnya budaya 
digital yang masif. 

Pertanyaan berikutnya yang 
muncul ialah bagaimana Pan-
casila merespons perkemban-
gan zaman yang semakin ce-
pat. Di mana posisi Pancasila 
dalam arus media sosial dan 
gempuran algoritma. Masih-
kah Pancasila relevan dengan 
tren kekinian yang berkiblat 
ke gaya hidup Barat atau ju-
stru peran Pancasila semakin 
menyempit dengan sikap 
pragmatisme global yang kian 
hari semakin mendikte ruang 

SETIAP tanggal 1 Juni, kita kembali diundang 
untuk mengingat peristiwa penting sejarah In-
donesia. Sebuah momen krusial pada tahun 1945 
ketika para Bapak Bangsa menggagas sebuah 
dasar falsafah di sidang BPUPKI. Momentum 
itu melahirkan pandangan hidup bangsa Indo-
nesia yang mewakili keseluruhan nilai kearifan 
Nusantara yang termaktub ke dalam lima prin-
sip moral yang dikenal dengan nama Pancasila.

privat kita sebagai manusia?

Menembus Ilusi Modernisasi
Untuk menjawab serang-

kaian persoalan tersebut, kita 
perlu terlebih dahulu mengi-
dentifikasi apa akar permasa-
lahan yang sebenarnya terjadi. 
Maka, melihat gejala yang 
terjadi dewasa ini, moder-
nitas dapat menjadi sumber 
bagaimana segala sesuatu itu 
bermula. Modernitas, sadar 
atau tidak, menuntut kebaru-
an secara terus menerus serta 
kecepatan sebagai kategori 
keberhasilan.

Hal tersebut menjadi tantan-
gan terbesar generasi hari ini, 
khususnya anak-anak muda 
yang menjadi landasan struk-
tur bonus demografi pada era 
yang akan datang. Isu eksis-
tensial yang sesungguhnya 
muncul ketika karakter dan 
sikap yang mengejawantahkan 
nilai-nilai Pancasila tergerus 
oleh gelombang informasi 
yang deras tanpa adanya sa-
ringan yang tepat. Akibatnya 
terbentuk manusia yang dein-
dividuasi, sebuah kondisi di 
mana seseorang lambat laun 

Menghadirkan Pancasila di Era Digital
mulai kehilangan identitas 
diri, watak santun, hingga 
pegangan moralnya.

Ilusi modernitas juga mem-
buat kita sebagai manusia 
modern dipaksa menjalani 
hidup dengan terus berlari. 
Bergerak lambat dianggap 
kuno dan ketinggalan zaman. 
Dampaknya kita hanya terus 
berpacu untuk memburu yang 
serba instan, serba besar, serba 
hebat. Hingga tanpa disadari 
semua yang dikejar adalah 
tepi langit yang tidak tampak 
ujungnya.

Sejatinya Pancasila dapat 
melepas kita dari jaring-jaring 
ilusi tersebut karena alam pi-
kiran Pancasila dirancang un-
tuk melampaui logika oposisi 
biner Barat. Pijakan dasarnya 
bersumber dari gerak interak-
tif yang berpegang teguh den-
gan prinsip kekeluargaan di 
sisi internal dan kebersamaan 
yang dibangun atas dasar go-
tong royong di sisi eksternal. 
Sesuatu yang sangat jarang 
ditemui di belahan Barat sana.

Bahkan jauh sebelum moder-
nitas Barat lahir, bumi Indone-
sia begitu lekat dengan nilai 
toleransi dan kerukunan yang 
mengakar sejak era kerajaan 
hingga kemerdekaan. Pada 
masa kerajaan ditandai dengan 
kelahiran konsep Bhinneka 
Tunggal Ika ketika Kerajaan 
Majapahit berkuasa. Lalu, 
Pra-Kemerdekaan terbukti 
melalui simbol gerakan Sum-
pah Pemuda yang menyatukan 
berbagai anak bangsa dari 
segala penjuru. Hingga Pasca 
Kemerdekaan, ragam upaya 
gerakan lahir untuk memper-
tahankan kemerdekaan yang 
dilandasi nilai-nilai tersebut.

Perjalanan panjang Panca-
sila melintasi setiap generasi 
seharusnya memberikan sun-
tikan moral bagi kita untuk ti-
dak patuh dan tunduk dengan 
modernitas. Sesungguhnya 
kita perlu untuk memaknai 
Pancasila secara utuh sehingga 
nilai-nilai yang diwariskan 
tiap generasi dapat menyen-
tuh inti kesadaran kita sebagai 
manusia Indonesia.

Mengembalikkan Kedudukan 
Pancasila

Upaya menjadikan Panca-
sila sebagai kesadaran moral 
untuk mengembalikkan ke-
daulatan diri di tengah kom-
pleksitas kecerdasan buatan 
memang tidak semudah mem-
balikkan telapak tangan. Tidak 
bisa dipungkiri jika kita sering 
terjebak melihat Pancasila 
dalam ruang formal belaka. 
Keberadaannya sekadar men-
jadi pemanis pada selembar 
teks pada upacara saja.

Mengembalikkan cara pan-
dang yang kering itu merupa-
kan urgensi yang mendesak 
agar Pancasila tidak usang 
oleh paham pragmatis dan 
hedonis yang menawarkan ke-
puasan instan. Posisi Pancasila 
tidak boleh lagi diletakkan ha-
nya sebagai unsur pelengkap 
dalam aturan kenegaraan, me-
lainkan menjadi unsur utama 
dari seluruh produk kebijakan 
yang ada.

Langkah tersebut hanya 
mungkin terjadi apabila setiap 
stakeholder saling berganden-
gan tangan sebagaimana sikap 
toleransi dan kerukunan yang 
telah ada sejak lama. Ego tidak 
boleh didominasi kepentingan 
kelompok karena kepentingan 

rakyat jauh lebih penting. Ter-
lebih lagi pemenuhan untuk 
memenuhi kantong pribadi 
dan memperkaya diri adalah 
hal yang tidak boleh terjadi 
jika Pancasila ingin dikemb-
alikan marwahnya.

Sehingga eksistensi Pancasi-
la hanya benar-benar eksis jika 
manusia Indonesia menyadari 
secara penuh keberadaan 
Pancasila. Artinya, setiap in-
dividu perlu melakukan usaha 
aktif untuk menghidupkan 
nilai-nilai Pancasila di setiap 
aktivitasnya. Terdengar klise 
memang, karena jawaban 
akhirnya bermuara pada diri 
sendiri. Namun, jika tidak be-
gitu kita hanya akan berakhir 
pada lingkaran setan yang 
tidak ada habisnya.

Menjadi Manusia Berketuhanan
Pemahaman atas sila perta-

ma menjadi langkah awal un-
tuk menghadirkan eksistensi 
Pancasila di zaman digital. 
Posisinya yang berada tepat di 
puncak hirarki sila pada Pan-
casila merupakan penegasan 
sebagai leading principle, 
yakni sumber moral yang 
menginternalisasi dan menji-
wai sila berikutnya, kemanu-
siaan, persatuan, kerakyatan, 
dan keadilan.

Bahkan, gotong royong 
yang diserap menjadi intisari 
dari seluruh nilai Pancasi-
la menurut Soekarno turut 
dijiwai secara simultan oleh 
denyut religiusitas. Itu men-
unjukkan betapa penting-
nya kerangka transendental 
dalam menyusun sendi-sendi 
kebangsaan dan kenegaraan. 
Penulis: Dosen UIN Alauddin 
Makassar
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SULTENG RAYA - Pe-
serta Program Pemagangan 
Nasional Kementerian Ke-
tenagakerjaan di lingkun-
gan Kantor Imigrasi Kelas 
I TPI Palu, melaksanakan 
presentasi inovasi pada ma-
sing-masing seksi serta Sub-
bagian Tata Usaha. 

Kepala Kantor Imigra-
si (Kakanim) Kelas I TPI 
Palu, Muhammad Akmal 
mengatakan, kegiatan ini 
menjadi salah satu rangkai-
an pembinaan dan pembe-
lajaran untuk mendorong 
peserta magang memahami 
proses kerja, alur pelayanan, 
serta pengembangan inovasi 
di lingkungan kerja keimi-
grasian.

“Berbagai inovasi yang 
dipresentasikan merupakan 
hasil pengamatan, pengem-
bangan, serta implementasi 
langsung oleh peserta pema-
gangan selama menjalankan 
tugas pada unit kerja ma-
sing-masing,” katanya.

Kakanim menyebutkan, 
inovasi tersebut meliputi SI-
DEI (Sistem Informasi Data 
Elektronik Imigrasi) pada 
Seksi Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Keimigrasi-
an (TIKKIM), SIGAP (Sistem 
Informasi Lengkap BAP) 
pada Seksi Intelijen dan 
Penindakan Keimigrasian 
(INTELDAKIM), SINTUVU 
(Sistem Informasi Navigasi 
Transparan, Unggul, Visio-
ner, Akurat) dan BATABE 
(Basis Informasi Tamu Ber-
kunjung) pada Seksi Lalu 

Muhammad Akmal

Peserta Magang 
Batch 2 Paparkan 

Inovasi di Lingkungan 
Kerja Keimigrasian

Lintas Keimigrasian (LAN-
TASKIM).

Selanjutnya, Panduan 
Pembuatan Akun Penjamin 
dan Perpanjangan Izin Ting-
gal Berbasis Kode QR bagi 
WNA pada Seksi Izin Ting-
gal dan Status Keimigrasian 
(INTALTUSKIM), SIKABAR 
(Sistem Informasi Keterse-
diaan Barang) pada Urusan 
Umum, SPM SNAPCHECK 
pada Urusan Keuangan, 
serta Buku Saku Kode Etik 
dan Disiplin Pegawai pada 
Urusan Kepegawaian.*/YAT

Kegiatan ini menjadi mo-
mentum penting bagi ko-
munitas untuk mempererat 
solidaritas antaranggota 
sekaligus mengampanyekan 
budaya berkendara aman 
dan bertanggung jawab di 
jalan raya.

Acara dibuka secara resmi 
oleh Ketua HASCI Luwuk 
Chapter, Zacky Labelo, serta 
dihadiri Ketua Regional 2 
HASCI Sulawesi, Kepala 
Cabang Honda Anugerah 

Perdana Luwuk Ronald 
Willy Wowor, dan PIC Com-
munity Main Dealer Anuge-
rah Perdana Honda Region 
Sulawesi Tengah, Rionald. 

Kehadiran berbagai pihak 
tersebut, menjadi bentuk du-
kungan terhadap perkem-
bangan komunitas Honda 
sebagai wadah positif bagi 
para pecinta otomotif.

Rangkaian kegiatan dia-
wali dengan Rolling City 
yang diikuti anggota HASCI 

POSE bersama dalam pelaksanaan Declaration dan Anniversary Honda Stylo Club Indonesia (HASCI) Luwuk Chapter yang berlangs-
ung di Kabupaten Banggai. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Declaration dan Anniversary HASCI 
Luwuk Perkuat Solidaritas Komunitas 

dan Budaya Berkendara Aman

SULTENG RAYA - Sete-
lah berhasil mengamankan 
barang-barang berharga 
milik masyarakat yang ter-
dampak banjir, personel 
Batalyon C Pelopor Satbri-
mob Polda Sulteng langsung 
melanjutkan aksi kemanusi-
aan dengan menggelar giat 
bantuan SAR pembersihan 
sisa-sisa sampah dan mate-
rial pascabanjir di Desa Ba-
horuru, Kecamatan Bungku 
Tengah, Kabupaten Moro-
wali. Langkah cepat ini dila-
kukan seiring dengan mulai 
surutnya genangan air di 
beberapa titik pemukiman. 
Dengan menggunakan per-
alatan pendukung, para per-
sonel Brimob bersama war-
ga setempat bahu-membahu 
membersihkan endapan 
lumpur, tumpukan sampah, 
serta ranting pohon yang 
menyumbat fasilitas umum 
dan jalur drainase. SULTENG RAYA - Ke-

celakaan lalu lintas terjadi 
di Jalan Trans Sulawesi, 
Desa Torue, Kecamatan 
Torue, Kabupaten Parigi 
Moutong (Parmout), Ahad 
(24/5/2026) sekira pukul 
17.00 Wita. 

Insiden tersebut, melibat-
kan sebuah mobil tronton 
tangki Hino bernomor polisi 
DN 8870 NU dengan sepeda 
motor Yamaha Vino DN 
5356 PR yang dikendarai 
dua pelajar perempuan.

Berdasarkan informasi 
yang dihimpun, kendaraan 
tronton Hino yang dikemu-
dikan Abubakar Al-Mahdali 
(50), warga Kecamatan Le-
mito, Kabupaten Pohuwato, 
bergerak dari arah timur 
menuju barat. Pada saat 
bersamaan, sepeda motor 
Yamaha Vino yang diken-
darai Sasya Aulia Ramsu 
(15), warga Desa Tolai Barat, 
melaju searah di depan ken-
daraan tronton.

Saat hendak mendahului, 
bemper kiri mobil tronton 
diduga menyenggol sepeda 
motor Yamaha Vino hingga 
pengendara kehilangan ken-

dali dan terjatuh ke badan 
jalan. 

Akibat kejadian terse-
but, pengendara maupun 
penumpang motor men-
galami sejumlah luka lecet 
di beberapa bagian tubuh 
dan langsung dilarikan 
ke Puskesmas Torue guna 
mendapatkan penanganan 
medis.

Pengendara motor, Sasya 
Aulia Ramsu, mengalami 
luka lecet pada dagu, pipi 
kanan, lutut kanan dan kiri, 
punggung kaki kanan serta 
tangan kanan. Sementara 
penumpangnya, Natalia 
Debora Roa (17), mengalami 
luka lecet di bawah bibir, 
bengkak pada dahi kanan, 
serta luka lecet di bagian 
siku, lengan, dan mata kaki 
kanan.

Selain menimbulkan kor-
ban luka ringan sebanyak 
dua orang, kecelakaan itu 
juga menyebabkan kerugian 
material diperkirakan men-
capai Rp1 juta. 

Sepeda motor Yamaha 
Vino mengalami kerusa-
kan berupa baret pada bodi 
samping kanan dan spion 

kanan patah, sedangkan 
mobil tronton mengalami 
goresan pada bagian bagasi 
samping kiri.

Kapolsek Torue, Iptu 
Ramlin, mengatakan pihak 
kepolisian bergerak cepat 
mendatangi lokasi kejadi-
an setelah menerima lapo-
ran masyarakat. “Personel 
langsung menuju TKP un-
tuk melakukan olah tempat 
kejadian perkara, mencatat 
identitas korban dan saksi, 
serta mengamankan barang 
bukti guna kepentingan 
penyelidikan lebih lanjut. 
Kami mengimbau seluruh 
pengguna jalan agar selalu 
berhati-hati dan memper-
hatikan keselamatan saat 
berkendara, terutama ketika 
hendak mendahului kenda-
raan lain,” tegasnya.

Dari hasil sementara, fak-
tor penyebab kecelakaan 
diduga akibat kurangnya 
kehati-hatian kedua pengen-
dara saat melintas di jalur 
Trans Sulawesi yang cukup 
padat aktivitas kendaraan. 
Polisi juga telah meminta 
keterangan saksi guna men-
dalami insiden tersebut.*/YAT

PETUGAS Polsek Torue saat berada di lokasi Kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa 
Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Ahad (24/5/2026) malam. FOTO: 
DOK POLSEK TORUE

Truk Tangki Senggol 
Motor Pelajar di Jalan 
Trans Sulawesi Torue

PERSONEL Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng langsung me-
lanjutkan aksi kemanusiaan dengan menggelar giat bantuan SAR pember-
sihan sisa-sisa sampah dan material pascabanjir di Desa Bahoruru, Keca-
matan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. FOTO: SATBRIMOB POLDA 
SULTENG

Brimob Sulteng Bersihkan Sisa 
Material Banjir di Desa Bahoruru

Pembersihan saluran air 
menjadi prioritas utama 
petugas di lapangan guna 
memastikan aliran pembu-
angan kembali lancar, seka-
ligus sebagai langkah anti-
sipasi mencegah terjadinya 
banjir susulan jika curah 
hujan kembali meningkat.

Komandan Batalyon (Da-
nyon) C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng Kompol Di-
mas Putra Kembaran, S.I.K., 
M.H., menjelaskan bahwa 
penanganan bencana oleh 
jajarannya dilakukan secara 
tuntas, mulai dari fase dar-
urat evakuasi hingga fase 

pemulihan lingkungan.
"Setelah memastikan se-

luruh warga dan barang 
berharga milik mereka die-
vakuasi ke tempat aman, 
fokus gerakan personel di 
lapangan langsung kita ali-
hkan pada pembersihan 
material pascabanjir. Kami 
bergotong-royong mem-
bersihkan sisa lumpur dan 
sampah yang menyumbat 
selokan agar aktivitas sosial 
serta roda ekonomi masy-
arakat sekitar bisa segera 
kembali normal," ujar Kom-
pol Dimas Putra Kembaran.

Melalui aksi berkelanjutan 
ini, fasilitas umum dan jalan 
desa kini mulai dapat diak-
ses kembali oleh kendaraan. 
Personel Batalyon C Pelopor 
pun tetap disiagakan untuk 
memantau situasi kewilay-
ahan guna mengantisipasi 
dampak cuaca ekstrem ke 
depan.*/YAT

SULTENG RAYA – Semangat kebersamaan 
dan persaudaraan mewarnai pelaksanaan 
Declaration dan Anniversary Honda Stylo 
Club Indonesia (HASCI) Luwuk Chapter 
yang berlangsung di Kabupaten Banggai.

bersama komunitas Honda 
ADV Nusantara Luwuk 
dan Lentora Beat Commu-
nity Palu. Selama kegiatan 
berlangsung, seluruh pe-
serta tetap mengedepan-
kan kampanye keselamatan 
berkendara #Cari_Aman 
dengan menggunakan per-
lengkapan berkendara yang 
sesuai standar, seperti helm 
berstandar SNI, jaket, dan 
sarung tangan, serta mema-
tuhi peraturan lalu lintas.

Selain mempererat ke-
bersamaan antaranggota 
komunitas, kegiatan ini juga 
diisi dengan edukasi kese-
lamatan berkendara yang 
disampaikan oleh PIC Safety 
Riding Main Dealer Anuge-
rah Perdana Honda Region 
Sulawesi Tengah, Yusman. 

Dalam sesi tersebut, peserta 
mendapatkan pemahaman 
mengenai pentingnya mem-
prediksi potensi bahaya di 
jalan, menjaga jarak aman 
dengan kendaraan lain, me-
nerapkan teknik pengere-
man yang tepat, serta mem-
bangun etika berkendara 
yang baik sebagai bentuk 
kepedulian terhadap kese-
lamatan diri sendiri maupun 
pengguna jalan lainnya.
Peserta juga diperkenalkan 
dengan berbagai program 
terbaru Honda, termasuk 
kampanye Honda Stylo 160 
"Selow" serta aplikasi Mo-
toroyaku yang memberikan 
kemudahan layanan dan 
berbagai keuntungan bagi 
konsumen maupun anggota 
komunitas Honda.

PIC Community Main 
Dealer Honda Sulawesi Ten-
gah, Rionald, mengatakan 
bahwa komunitas Honda 
memiliki peran penting 
dalam membangun buda-
ya berkendara yang aman 
sekaligus menjadi ruang 
untuk mempererat hubun-
gan antarpengguna sepeda 
motor Honda.

"Melalui kegiatan Declara-
tion dan Anniversary HAS-
CI Luwuk Chapter ini, kami 
berharap semangat keber-
samaan yang telah terjalin 
dapat terus tumbuh melalui 
berbagai aktivitas positif. 
Komunitas Honda diharap-
kan tidak hanya menjadi 
wadah untuk menyalurkan 
hobi, tetapi juga mampu 
menjadi pelopor kesela-
matan berkendara dan men-
ginspirasi masyarakat untuk 
selalu menerapkan budaya 
#Cari_Aman dalam setiap 
perjalanan," ujar Rionald. 
Melalui kegiatan ini, HASCI 
Luwuk Chapter diharapkan 
dapat terus berkembang 
menjadi komunitas yang 
solid, aktif, dan memberi-
kan kontribusi positif bagi 
masyarakat. Sejalan dengan 
komitmen Honda dalam 
menghadirkan pengalaman 
berkendara yang aman, nya-
man, dan menyenangkan, 
sinergi antar komunitas 
Honda diharapkan mampu 
terus menggaungkan pen-
tingnya keselamatan ber-
kendara melalui semangat 
#Cari_Aman.*/YAN

SULTENG RAYA - Perum Bulog 
menyalurkan kebutuhan pakan 
ternak di Sulawesi Tengah (Sulteng) 
melalui program Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan (SPHP) jagung 
guna membantu peternak menekan 
biaya produksi dan menjaga keber-
lanjutan usaha.

“Target penyaluran jagung pakan 
ternak di Sulteng hingga Desember 
2026 sebanyak 919,8 ton,” kata Pim-
pinan Wilayah (Pimwil) Bulog Sula-
wesi Tengah Jusri di Palu, Minggu.

Ia mengemukakan, pihaknya 
telah menyalurkan sebanyak dua 
ton jagung kering dari gudang 
Bulog kepada konsumen/peternak 
di provinsi itu pada Sabtu (30/5). 
Program tersebut merupakan upaya 
pemerintah menjaga stabilitas paso-
kan dan harga jagung sebagai bahan 
baku pakan ternak, sekaligus mem-
bantu peternak memperoleh jagung 
dengan harga yang terjangkau.

Program SPHP jagung digulirkan 
pemerintah pada awal Mei, dengan 
daftar penerima program 2026 telah 
ditetapkan melalui Surat Keputusan 
(SK) Menteri Pertanian Nomor 
3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 
tanggal 31 Maret 2026.

“Kami mengandalkan produk-
si lokal, jagung yang disalurkan 
berasal dari hasil serapan Bulog 
terhadap petani setempat yang 
berada di sejumlah daerah sentra 
produksi yakni Kota Palu, Ka-
bupaten Sigi, Donggala, dan Parigi 

Moutong (Parimo),” ucap Jusri. 
Menurut dia, keterlibatan petani 
lokal dalam program tersebut tidak 
hanya menjamin ketersediaan stok 
jagung, tetapi juga mendukung 
peningkatan kesejahteraan petani, 
melalui penyerapan hasil panen 
dengan harga yang kompetitif.

Dalam program tersebut, harga 
jagung di gudang Bulog ditetapkan 
sebesar Rp5 ribu per kilogram, se-
dangkan harga jual kepada peternak 
maksimal Rp5.500 per kilogram.

“Kebijakan ini diharapkan mam-
pu menjaga keseimbangan harga di 
tingkat petani maupun peternak, 
sehingga rantai pasok komoditas 
jagung tetap berjalan dengan baik,” 
ujarnya.

Guna percepatan distribusi, pi-
haknya terus memperkuat kolabo-
rasi dengan berbagai pihak, untuk 
memastikan program SPHP jagung 
berjalan efektif, terutama dalam 
mendukung sektor peternakan yang 
sangat bergantung pada ketersedi-
aan bahan baku pakan.

“Kami berharap harga jagung 
di pasar tetap terkendali, pasokan 
terjaga, serta petani dan peternak 
sama-sama memperoleh manfaat 
dari stabilitas komoditas pangan 
strategis,” tuturnya.

Secara nasional target salur SPHP 
jagung sebanyak 213,1 ribu ton, lalu 
ketersediaan stok cadangan jagung 
pemerintah (CJP) per 13 Mei berada 
di angka 234 ribu ton. ANT

SEREMONI gunting pita sebagai tanda peresmian pembangunan jalan paving blok di ruas strategis 
tersebut pada Kamis (21/5). FOTO : PLN

SULTENG RAYA - Bagi 
warga Desa Tempang Dua 
di Kecamatan Langowan 
Utara, Kabupaten Mina-
hasa, jalan bukan sekadar 
hamparan tanah atau tum-
pukan batu. Jalan adalah 
urat nadi kehidupan. Sela-
ma bertahun-tahun, ruas 
jalan Kasamaan–Sembel 
menjadi saksi bisu perjuan-
gan sehari-hari warga yang 
melintas sambil membawa 

hasil bumi, mengantar anak 
sekolah, atau sekadar ber-
tandang ke desa tetangga 
dengan rintangan debu di 
musim kemarau dan kuban-
gan lumpur saat hujan da-
tang mengguyur.

Namun, cerita lama itu 
kini resmi berganti babak 
baru. Lewat sentuhan pro-
gram Tanggung Jawab So-
sial dan Lingkungan (TJSL), 
PT PLN (Persero) hadir 

membawa perubahan nyata 
dengan meresmikan pem-
bangunan jalan paving blok 
di ruas strategis tersebut 
pada Kamis (21/5). Jalan 
yang dulunya sulit dilalui, 
kini telah bersolek menjadi 
jalur yang rapi, kokoh, dan 
nyaman untuk dilewati.

Peresmian yang berlangs-
ung khidmat dan penuh 
rasa syukur ini dihadiri oleh 
jajaran manajemen PLN 

dan pemangku kepentin-
gan daerah. Tampak hadir 
Manager PLN UP3 Manado 
Revi Aldrian, Kepala Dinas 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kabupaten 
Minahasa Daudson Elie Al-
pius Rombon, S.T., Manager 
Sub Bidang Komunikasi dan 
TJSL PLN UID Suluttenggo 
Noven Koropit, serta Camat 
Langowan Utara Everton A. 
Rantung, SH.

Turut menyaksikan mo-
mentum bersejarah ini, Hu-
kum Tua Desa Tempang Dua 
Septian Lukow, SH., MH., 
Ketua Kelompok Kaaloran 
Taawaya Oktavian Lu-
menon, Assistant Manager 
TJSL PLN UID Suluttenggo 
Karen Sengke, dan Manager 
PLN ULP Kawangkoan Phi-
lipus Sampeliling.

Secara terpisah, General 
Manager PLN Unit Induk 
Distribusi Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, dan Goron-
talo (UID Suluttenggo), Us-
man Bangun, menyampaikan 
pesan mendalam mengenai 
filosofi di balik bantuan in-
frastruktur ini. Menurutnya, 
mandat PLN kini telah ber-
transformasi lebih jauh dari 
sekadar korporasi penyedia 
daya listrik.

“Komitmen kami di PLN 
tidak lagi terbatas pada ba-
gaimana mengalirkan terang 

ke rumah-rumah warga le-
wat kabel udara, melainkan 
bagaimana kehadiran PLN 
mampu menyalakan lentera 
harapan dan kesejahteraan 
di tengah masyarakat,” tu-
tur Usman Bangun dengan 
penuh optimisme.

Usman menambahkan, 
infrastruktur jalan yang 
memadai adalah pilar uta-
ma dari perputaran roda 
ekonomi mikro di tingkat 
pedesaan. “Ketika akses 
transportasi  membaik, 
ongkos angkut hasil bumi 
menuruni biaya produksi, 
mobilitas warga menjadi le-
bih cepat, dan interaksi sosi-
al pun berjalan lebih lancar. 
Kami berharap jalan paving 
blok Kasamaan–Sembel ini 
menjadi fondasi baru bagi 
pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatan kualitas hidup 
yang berkelanjutan bagi 
masyarakat Desa Tempang 
Dua,” tegasnya.

Senada dengan hal ter-
sebut, Manager PLN UP3 
Manado, Revi Aldrian, yang 
hadir langsung di lokasi pe-
resmian menekankan pen-
tingnya sinergi yang melam-
paui tugas inti kelistrikan.

“Pembangunan infrast-
ruktur jalan ini merupakan 
wujud nyata kepedulian dan 
komitmen PLN untuk hadir 
lebih dekat, serta membe-

rikan dampak positif yang 
berkelanjutan bagi masyara-
kat di luar sektor kelistrikan. 
PLN tidak hanya sebatas 
menghadirkan listrik, teta-
pi juga turut mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat,” 
ujar Revi di hadapan warga 
yang antusias.

Langkah nyata PLN ini 
menuai pujian dan apresiasi 
hangat dari jajaran pemer-
intah daerah. Kepala Dinas 
Perkim Kabupaten Mina-
hasa, Daudson Elie Alpius 
Rombon, S.T., mengungkap-
kan betapa pentingnya kola-
borasi multisektor seperti 
ini dalam mempercepat 
pemerataan pembangunan 
daerah.

“Kami sangat mengapre-
siasi sinergi yang dibangun 
oleh PLN bersama pemerin-
tah dan masyarakat dalam 
menghadirkan pemban-
gunan infrastruktur yang 
manfaatnya bisa langsung 
dirasakan oleh warga hari 
ini. Program TJSL seperti ini 
sangat membantu pemerin-
tah daerah dalam pening-
katan kualitas lingkungan 
pemukiman dan kesejah-
teraan masyarakat secara 
kolektif,” ungkap Daudson.

Rasa haru dan terima 
kasih yang mendalam juga 
terpancar dari wajah Hu-

kum Tua Desa Tempang 
Dua, Septian Lukow, SH., 
MH. Mewakili seluruh urat 
nadi suara warga desa, 
ia menyampaikan bahwa 
bantuan ini menjawab ke-
rinduan yang sudah lama 
terpendam.

“Kami mewakili seluruh 
masyarakat Desa Tempang 
Dua menyampaikan terima 
kasih yang tak terhingga 
kepada PLN atas pemban-
gunan jalan paving blok ini. 
Infrastruktur ini adalah hal 
yang sangat dibutuhkan 
masyarakat dan akan mem-
berikan manfaat besar bagi 
kelancaran aktivitas war-
ga sehari-hari. Kini anak-
anak kami bisa berjalan ke 
sekolah dengan nyaman, 
dan warga bisa membawa 
hasil kebun tanpa khawatir 
terjebak jalan rusak lagi,” 
tuturnya penuh haru.

Melalui program TJSL 
yang terintegrasi dan ber-
fokus pada kemandirian 
masyarakat, PLN terus ber-
komitmen untuk meng-
hadirkan kontribusi sosial 
yang berkelanjutan. Trans-
formasi ruas jalan Kasa-
maan–Sembel ini menjadi 
bukti nyata bahwa di mana 
ada kepedulian, di situ pula 
kesejahteraan dan kemajuan 
peradaban sebuah desa akan 
terus bertumbuh tegak.*HJ

SULTENG RAYA - Nilai 
tukar rupiah ditutup di 
level Rp17.839 per dolar AS 
pada perdagangan Selasa 
(2/6) sore. Mata uang Gar-
uda melemah 34 poin atau 
0,19 persen dibandingkan 
penutupan perdagangan 
sebelumnya.

Pergerakan rupiah se-
jalan dengan mayoritas mata 
uang Asia yang juga ter-
tekan terhadap dolar AS. 
Yen Jepang melemah 0,04 
persen, won Korea Selatan 
terdepresiasi 0,29 persen, 
dan dolar Hong Kong ter-
koreksi 0,01 persen.

Sementara itu, sejumlah 
mata uang Asia lainnya 
masih mampu menguat. 
Yuan China naik 0,07 per-
sen, peso Filipina menguat 
0,10 persen, sedangkan ring-
git Malaysia bergerak stabil. 
Dolar Singapura turut men-
guat 0,07 persen terhadap 
dolar AS.

Di kelompok mata uang 
negara maju, pergerakan 
juga bervariasi. Euro Er-
opa menguat 0,14 persen, 
poundsterling Inggris naik 
0,11 persen, dolar Australia 
terapresiasi 0,36 persen, 
dan franc Swiss menguat 
0,15 persen. Sebaliknya, 
dolar Kanada melemah 0,03 
persen.

Analis mata uang Ibra-
him Assuaibi mengatakan 

Rupiah Loyo ke Rp17.839 per Dolar AS
“Kendati menunjukkan 

sinyal positif, sektor indus-
tri masih dibayangi teka-
nan biaya bahan baku yang 
melonjak dan gangguan 
pasokan yang menahan laju 
produksi,” ujarnya.

Untuk perdagangan Rabu 
(3/6), Ibrahim memperkira-
kan rupiah bergerak fluktu-
atif dengan kecenderungan 
masih tertekan di kisaran 
Rp17.840 hingga Rp17.900 
per dolar AS. CNN

penguatan indeks dolar AS 
masih menjadi faktor utama 
yang menekan pergerakan 
rupiah. Sentimen ekster-
nal terutama berasal dari 
perkembangan konflik di 
Timur Tengah dan kebija-
kan perdagangan Amerika 
Serikat (AS).

“Presiden AS Donald 
Trump mengatakan pada 
hari Senin bahwa pembi-
caraan dengan Iran masih 
berlangsung, sementara 
kantor berita Tasnim sebe-
lumnya melaporkan bahwa 
Teheran telah menangguh-
kan negosiasi tidak langs-
ung dengan Washington,” 
ujar Ibrahim kepada CN-
NIndonesia.com

Ia menambahkan pasar 
juga merespons kebijakan 
tarif impor terbaru yang 
ditandatangani Presiden AS 
Donald Trump, di tengah 
masih tingginya risiko geo-
politik global.

Dari dalam negeri, Ibra-
him menilai sejumlah data 
ekonomi sebenarnya masih 
memberikan sentimen posi-
tif bagi rupiah.

Inflasi Indonesia pada Mei 
2026 tercatat 3,08 persen 
secara tahunan, aktivitas 
manufaktur kembali masuk 
zona ekspansi dengan PMI 
mencapai 50,0, serta surplus 
neraca perdagangan berlan-
jut hingga April 2026.

PERUM Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah menyalurkan sebanyak 2 ton 
jagung kepada peternak dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
(SPHP) jagung di tingkat konsumen atau peternak yang dilaksanakan pada Sabtu 
(30/5/2026). FOTO: ANTARA/HO-HUMAS BULOG SULTENG

Bulog Bantu Penuhi 
Pakan Ternak 

Lewat SPHP Jagung

LANGKAH NYATA PLN 

Hidupkan Ekonomi Desa 
Tempang Dua Lewat Paving Blok

NILAI tukar rupiah ditutup melemah 0,19 persen ke Rp17.839 per dolar AS pada perdagangan Selasa (2/6) sore. Ilustrasi. FOTO: CNN 

INDONESIA/ADHI WICAKSONO.
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Pertamina Sulawesi Memperluas 
Literasi Energi di Sultra

kerja yang semakin dina-
mis akibat perkembangan 
teknologi dan transformasi 
ekonomi digital.

Salah satunya adalah be-
lum adanya kepastian status 
hubungan kerja bagi pekerja 
platform digital seperti pen-
gemudi ojek online, kurir, 
maupun pekerja lepas ber-
basis aplikasi. Selain itu, 
praktik outsourcing juga 
masih sering memunculkan 
berbagai persoalan akibat 
belum jelasnya batasan je-
nis pekerjaan yang dapat 
dialihdayakan serta adanya 
kesenjangan kesejahteraan 
antara pekerja inti dan pe-
kerja outsourcing.

Prof. Amar juga menyoro-
ti sistem pengupahan yang 
dinilai perlu lebih adaptif 
terhadap perbedaan biaya 
hidup dan kondisi ekonomi 
antarwilayah. Di samping 
itu, keterbatasan jumlah 
pengawas ketenagakerjaan 
masih menjadi tantangan 
dalam memastikan pelaksa-
naan regulasi berjalan secara 
efektif.

“Regulasi ketenagaker-
jaan harus mampu menja-
wab perubahan dunia kerja 

saat ini. Perlindungan peker-
ja harus tetap kuat, namun 
tidak boleh menciptakan 
rigiditas yang menghambat 
investasi dan pertumbuhan 
ekonomi,” ujarnya.

Sebagai solusi, Prof. Amar 
mengusulkan penerapan 
konsep flexicurity yang te-
lah diterapkan di Denmark. 
Konsep tersebut mengga-
bungkan fleksibilitas pasar 
tenaga kerja dengan perl-
indungan sosial yang kuat 
bagi pekerja serta kebijakan 
peningkatan keterampilan 
secara berkelanjutan.

Menurutnya, pendekatan 
tersebut dapat menjadi al-
ternatif dalam mencipta-
kan keseimbangan antara 
kepentingan pekerja dan 
dunia usaha. Dengan demi-
kian, perusahaan memiliki 
fleksibilitas dalam meng-
hadapi perubahan ekonomi, 
sementara pekerja tetap 
memperoleh perlindungan 
yang memadai.

Ia juga menilai regulasi 
ketenagakerjaan Indonesia 
saat ini masih banyak diran-
cang berdasarkan karak-
teristik industri manufak-
tur konvensional sehingga 

perlu disesuaikan dengan 
perkembangan model kerja 
modern seperti remote wor-
king, hybrid working, serta 
pemanfaatan kecerdasan 
buatan (artificial intelligen-
ce).

Lebih lanjut, Prof. Amar 
menekankan pentingnya 
proses penyusunan regula-
si yang melibatkan dialog 
sosial secara luas, transpa-
ransi penyusunan naskah 
kebijakan, serta didukung 
oleh kajian akademik yang 
kuat dan berbasis data.

Selain aspek regulasi, Rek-
tor Untad juga menyoroti 
pentingnya peningkatan 
produktivitas tenaga kerja 
melalui penguatan pendidi-
kan vokasi dan pelatihan ke-
terampilan yang terintegrasi 
dengan kebutuhan dunia 
industri dan dunia usaha.

Menurutnya, sinergi anta-
ra perguruan tinggi, peme-
rintah, dan sektor industri 
menjadi kunci dalam men-
yiapkan sumber daya ma-
nusia yang mampu bersaing 
di tengah perubahan pasar 
kerja global.

Sementara itu, Wakil Ket-
ua Komisi IX DPR RI Charles 

Honoris menyampaikan 
bahwa seluruh masukan 
yang disampaikan dalam 
forum tersebut akan menjadi 
bagian penting dalam proses 
pembahasan revisi regulasi 
ketenagakerjaan di tingkat 
nasional.

Menurutnya,  DPR RI 
berkomitmen menghadir-
kan regulasi yang mampu 
memberikan perlindungan 
kepada pekerja sekaligus 
menciptakan iklim investasi 
yang sehat dan berkelan-
jutan.

“Masukan dari akade-
misi, pekerja, dan seluruh 
pemangku kepentingan san-
gat penting agar regulasi 
yang dihasilkan benar-be-
nar menjawab kebutuhan 
masyarakat dan tantangan 
ketenagakerjaan di masa 
depan,” ujarnya.

Melalui kegiatan penyera-
pan aspirasi tersebut, di-
harapkan revisi regulasi 
ketenagakerjaan mampu 
menghadirkan sistem hu-
bungan industrial yang lebih 
adaptif, berkeadilan, serta 
mampu menjawab berbagai 
tantangan dunia kerja di era 
digital. *ENG

reskrim, hingga Satresnar-
koba tampak mengikuti 
seluruh rangkaian kegiatan 
dengan penuh disiplin dan 
semangat nasionalisme.

Pada kesempatan ter-
sebut dibacakan pidato 
Kepala Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) 
Republik Indonesia den-
gan tema “Pancasila Pe-
mersatu Bangsa, Fondasi 
Perdamaian Dunia.” Tema 
ini menegaskan kembali 
posisi Pancasila sebagai 
perekat keberagaman In-
donesia sekaligus pedo-
man dalam menghadapi 
dinamika global yang se-
makin kompleks.

Pidato tersebut juga 
menekankan bahwa In-
donesia memiliki tang-
gung jawab moral untuk 
turut berkontribusi dalam 
menciptakan perdamaian 
dunia berdasarkan prinsip 
kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial 
sebagaimana diamanatkan 
dalam konstitusi.

Lebih dari itu, nilai-nilai 
Pancasila disebut menjadi 
fondasi utama dalam men-

jaga stabilitas nasional, 
memperkuat persatuan, 
serta menumbuhkan sikap 
toleransi di tengah masy-
arakat yang majemuk. 
Generasi muda pun diha-
rapkan mampu mengim-
plementasikan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari serta menolak 
segala bentuk intoleransi, 
radikalisme, dan paham 
yang berpotensi memecah 
belah bangsa.

Usai pelaksanaan upa-
cara,  Kapolres Parigi 
Moutong Hendrawan A.N 
menegaskan bahwa Hari 
Lahir Pancasila bukan ha-
nya agenda seremonial 
tahunan, tetapi menjadi 
momentum refleksi untuk 
memperkuat komitmen 
kebangsaan dan kualitas 
pelayanan kepada masy-
arakat.

“Pancasila adalah fonda-
si utama Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang 
harus terus dijaga dan di-
amalkan oleh seluruh anak 
bangsa. Sebagai anggota 
Polri, kami memiliki tang-
gung jawab besar untuk 

menjadi teladan dalam 
menjaga persatuan, men-
junjung tinggi nilai-nilai 
toleransi, serta memberi-
kan pelayanan yang adil 
kepada masyarakat tanpa 
membedakan suku, ag-
ama, ras maupun golon-
gan,” tegas Kapolres.

Ia juga mengajak se-
luruh personel Polres Pa-
rigi Moutong dan masy-
arakat menjadikan Pan-
casila sebagai pedoman 
dalam setiap tindakan, 
baik dalam kehidupan 
bermasyarakat maupun 
saat menjalankan tugas 
sehari-hari.

“Melalui momentum 
Hari Lahir Pancasila ini, 
mari kita perkuat seman-
gat gotong royong, mem-
pererat persaudaraan, ser-
ta bersama-sama menjaga 
keamanan dan ketertiban 
demi mewujudkan Parigi 
Moutong yang aman, da-
mai, dan harmonis. Pan-
casila harus terus hidup 
dalam setiap sikap, pe-
rilaku, dan pengabdian 
kita kepada bangsa dan 
negara,” pungkasnya. AJI

Pertamina Patra Niaga 
akan terus memantau per-
kembangan pasar energi 
global dan berkoordinasi 
dengan pemerintah guna 
memastikan layanan energi 
yang andal, kompetitif, dan 
berkelanjutan bagi masy-
arakat serta mendukung 
pertumbuhan ekonomi na-
sional.

Selain itu, Pertamina Pa-
tra Niaga memastikan ke-
tersediaan pasokan BBM di 
seluruh jaringan SPBU Per-
tamina di Indonesia tetap 

terjaga guna memenuhi 
kebutuhan energi masya-
rakat maupun sektor usaha.

“Pertamina Patra Niaga 
akan terus memastikan 
ketersediaan energi tetap 
tersedia, andal, dan mu-
dah diakses masyarakat di 
seluruh wilayah Indone-
sia, termasuk produk BBM 
berkualitas untuk mendu-
kung performa kendaraan,” 
pungkas Roberth. *WAN 

Berikut daftar harga BBM 
retail nonsubsidi yang ber-

laku di SPBU Pertamina 
mulai 1 Juni 2026:

* Dexlite (CN 51): dari 
Rp26.600/liter menjadi 
Rp23.500/liter.

* Pertamina Dex (CN 53): 
dari Rp28.500/liter menjadi 
Rp25.350/liter.

* Pertamax (RON 92): 
Rp12.600/liter (tetap).

* Pertalite (RON 90): 
Rp10.000/liter (tetap).

* Pertamax Turbo (RON 
98): dari Rp20.3500/liter 
menjadi Rp21.200/liter.

dipimpin Asisten Pemer-
intahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Setda Parigi Mou-
tong, Adrudin, di Ruang 
Rapat Lobi Kantor Bupati, 
Senin (1/6/2026). Rapat 
turut dihadiri Sekretaris 
Daerah Parigi Moutong, 
Zulfinasran, Asisten II, para 
camat yang mengikuti se-
cara virtual melalui Zoom, 
serta sejumlah Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) 
terkait.

Kun jungan  Direktur 
Teknis Perencanaan Pen-
gembangan Ekonomi dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Transmigrasi Kementerian 
Transmigrasi RI tersebut 
dinilai menjadi momentum 
penting bagi Parigi Moutong 
untuk memperkenalkan po-
tensi kawasan transmigrasi 
yang selama ini menjadi sa-
lah satu penyangga ekonomi 
masyarakat.

Dalam arahannya, Adru-
din meminta seluruh OPD 
terkait bergerak cepat men-
yiapkan data yang akurat 
dan terintegrasi sebagai 
bahan penyusunan roadmap 

pengembangan kawasan 
transmigrasi.

Data yang diperlukan 
mencakup peta dan tata 
ruang wilayah, luas lahan 
serta produksi komoditas 
unggulan terkini, mulai dari 
durian, kelapa dalam hingga 
sektor perikanan. Selain itu, 
pemerintah daerah juga 
diminta melengkapi data pe-
rusahaan packing house dan 
para off taker yang selama 
ini menjadi mitra pemasaran 
komoditas unggulan daerah.

Di tengah pembahasan 
tersebut, optimisme semakin 
menguat setelah muncul 
informasi bahwa kawasan 
transmigrasi di Kabupa-
ten Parigi Moutong tengah 
diupayakan masuk dalam 
skema Proyek Strategis Na-
sional (PSN) melalui Kemen-
terian Transmigrasi.

Sekretaris Daerah Pari-
gi Moutong, Zulfinasran, 
menyebut peluang tersebut 
sebagai kabar yang san-
gat menggembirakan bagi 
daerah.

“Ini merupakan hal yang 
sangat menggembirakan 

bagi kita. Bapak Bupati juga 
sangat antusias menerima 
informasi ini, terlebih ada 
peluang bahwa kawasan 
transmigrasi di Parigi Mou-
tong dapat diupayakan 
menjadi bagian dari Proyek 
Strategis Nasional,” ujar 
Zulfinasran.

Dalam rapat itu, pemerin-
tah daerah mulai mematang-
kan komoditas prioritas 
yang akan diusulkan dalam 
roadmap PSN. Tiga sektor 
unggulan menjadi fokus 
utama, yakni durian, kelapa 
dalam, dan perikanan.

Untuk komoditas durian, 
kawasan yang akan diper-
kenalkan kepada tim kemen-
terian berada di Kecamatan 
Bolano Lambunu, salah satu 
sentra produksi durian yang 
terus berkembang. Sementa-
ra sektor kelapa dalam dan 
perikanan direncanakan 
dipusatkan di Desa Palapi, 
Kecamatan Taopa.

Tak hanya melihat potensi 
produksi, tim Kementerian 
Transmigrasi juga dijad-
walkan berdialog langsung 
dengan petani dan nelayan 

guna memperoleh gamba-
ran menyeluruh mengenai 
kondisi lapangan, tantan-
gan yang dihadapi, hingga 
peluang pengembangan 
ekonomi masyarakat.

Rangkaian kunjungan 
akan diawali dengan perte-
muan bersama Bupati Parigi 
Moutong dan OPD teknis di 
Kecamatan Mepanga sebe-
lum dilanjutkan dengan pe-
ninjauan kawasan transmi-
grasi dan lokasi komoditas 
unggulan yang diusulkan.

Melalui kunjungan terse-
but, Pemda Parigi Moutong 
berharap dapat menghasil-
kan roadmap pengemban-
gan kawasan transmigrasi 
yang komprehensif dan 
terukur. 

Dokumen itu nantinya 
diharapkan menjadi pijakan 
strategis dalam mendorong 
kawasan transmigrasi se-
bagai pusat pertumbuhan 
ekonomi baru sekaligus 
memperkuat peluang Parigi 
Moutong menjadi bagian 
dari program Proyek Stra-
tegis Nasional di bawah Ke-
menterian Transmigrasi. AJI

kum. Bahasa seorang pe-
mimpin adalah hukum. 
Karena itu, produk hukum 
daerah menjadi instrumen 
yang sangat penting dalam 
mengatur kehidupan masy-
arakat sekaligus men-
dorong pembangunan,” 
ujar Anwar.

Ia menilai masih banyak 
peluang yang dapat diman-
faatkan pemerintah daerah 
melalui inovasi regulasi. 
Menurutnya, semangat oto-
nomi daerah memberikan 
ruang bagi pemerintah daer-
ah untuk menghadirkan ber-
bagai kebijakan yang mam-
pu menjawab kebutuhan 
masyarakat sekaligus mem-
percepat pembangunan.

“Jangan melihat biro hu-
kum hanya sebagai tempat 
mengurus persoalan hukum 
atau kasus. Biro hukum har-
us menjadi pusat lahirnya 
inovasi kebijakan yang dapat 
menggerakkan ekonomi, 
meningkatkan pendapatan 
daerah, dan memberikan 
manfaat bagi masyarakat,” 
tegasnya.

Anwar juga menyoroti 
tantangan yang dihadapi 
pemerintah daerah di tengah 
kebijakan efisiensi anggaran. 
Menurutnya, kondisi ter-
sebut justru harus menjadi 
pemicu lahirnya kreativitas 
dan inovasi dalam meru-
muskan kebijakan pemban-
gunan.

“Kita harus jeli melihat 
potensi daerah yang bisa 
dikembangkan. Di situlah 
regulasi berperan penting 
sebagai instrumen untuk 
membuka peluang investasi, 
meningkatkan pendapatan 
asli daerah, dan mencipta-
kan kesejahteraan masyara-
kat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, 

Gubernur Sulawesi Tengah 
juga mengangkat potensi 
besar kawasan Selat Makas-
sar yang menurutnya dapat 
menjadi salah satu pusat 
pertumbuhan ekonomi baru 
di Indonesia. Dengan posisi 
strategis sebagai jalur pelay-
aran internasional, kawasan 
tersebut dinilai memiliki 
peluang besar untuk di-
kembangkan menjadi pusat 
layanan maritim dan per-
dagangan.

“Kita memiliki potensi 
luar biasa di Selat Makassar. 
Jika didukung regulasi yang 
tepat dan kolaborasi yang 
kuat, kawasan ini dapat 
menjadi kekuatan ekonomi 
baru yang memberi manfaat 
besar bagi daerah-daerah di 
Sulawesi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur 
Jenderal Otonomi Daerah 
Kemendagri, Cheka Virgo-
wansyah, dalam sambutan 
tertulis yang dibacakan pada 
kegiatan tersebut menyam-
paikan apresiasi kepada Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 
Tengah yang menjadi tuan 
rumah penyelenggaraan Ra-
kor Produk Hukum Daerah 
Regional Sulawesi Tahun 
2026.

Menurutnya, saat ini In-
donesia masih menghadapi 
tantangan besar dalam tata 
kelola regulasi, baik di ting-
kat pusat maupun daerah. 
Karena itu, diperlukan pe-
rubahan paradigma dalam 
pengelolaan produk hukum 
daerah yang tidak hanya be-
rorientasi pada jumlah regu-
lasi yang diterbitkan, tetapi 
juga kualitas dan dampak-
nya terhadap masyarakat.

“Evaluasi kepatuhan pro-
duk hukum daerah menjadi 
instrumen penting untuk 
memastikan setiap regulasi 

yang dibentuk telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan 
mampu mendukung pe-
laksanaan program prioritas 
nasional,” ujarnya.

Sebagai narasumber, Ang-
gota Komisi II DPR RI Long-
ki Djanggola mengapresiasi 
penyelenggaraan forum 
tersebut. Menurut mantan 
Gubernur Sulawesi Tengah 
dua periode itu, Rakor men-
jadi wadah penting bagi 
pemerintah daerah untuk 
saling berbagi pengalaman 
dan praktik terbaik dalam 
penyusunan regulasi daerah.

“Daerah-daerah di Sula-
wesi tidak boleh berjalan 
sendiri-sendiri. Kita perlu sa-
ling belajar dan memperkuat 
kapasitas dalam merancang 
produk hukum yang berkua-
litas serta mampu menjawab 
kebutuhan pembangunan 
daerah,” kata Longki.

Rakor Produk Hukum 
Daerah Regional Sulawesi 
Tahun 2026 merupakan hasil 
kerja sama Direktorat Pro-
duk Hukum Daerah Ditjen 
Otda Kemendagri dengan 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah. Kegiatan ini 
diikuti sekitar 100 peserta 
yang terdiri atas sekretaris 
daerah, pimpinan Bapem-
perda DPRD, kepala biro hu-
kum, kepala bagian hukum 
kabupaten/kota, akademisi, 
serta unsur masyarakat dari 
berbagai daerah di Sulawesi.

Melalui kegiatan ini, pe-
merintah pusat dan daerah 
diharapkan dapat memper-
kuat sinergi dalam mewu-
judkan produk hukum dae-
rah yang berkualitas, adaptif, 
dan mampu mendukung 
reformasi hukum nasional 
serta pembangunan daerah 
yang berkelanjutan. **WAN

Menanggapi capaian ter-
sebut, Gubernur Anwar 
Hafid mengungkapkan rasa 
syukur dan kebanggaannya 
atas keberhasilan memper-
tahankan opini tertinggi 
dalam pengelolaan keuan-
gan daerah itu.

“Alhamdulillah, ini men-
jadi kebahagiaan tersendiri 
bagi saya. WTP ke-13 ini 
merupakan capaian luar 
biasa bagi Sulawesi Tengah. 
Saya juga bersyukur karena 
pada tahun pertama peme-
rintahan kami, opini WTP 
tetap dapat dipertahankan 
sebagai bentuk keberlan-
jutan fondasi tata kelola 
yang telah dibangun oleh 
para pemimpin sebelum-
nya,” ujar Gubernur.

Ia mengakui capaian ter-
sebut tidak terlepas dari 
kerja keras seluruh jajaran 
pemerintah daerah, DPRD, 
serta pendampingan dan 
pembinaan yang dilakukan 
BPK RI.

Menurut Gubernur, salah 
satu fokus utama pemerinta-
hannya adalah pembenahan 
sistem data pemerintahan. 
Ia menegaskan bahwa va-
liditas data menjadi dasar 
penting dalam pengambilan 

kebijakan yang tepat dan 
akuntabel.

“Saya sudah menyampai-
kan kepada seluruh pim-
pinan perangkat daerah 
bahwa ujian utama selama 
enam bulan pertama adalah 
data. Jika data kita valid, 
maka keputusan yang kita 
ambil juga akan tepat. Ka-
rena itu, seluruh rekomen-
dasi BPK yang berkaitan 
dengan perbaikan data 
harus segera ditindaklan-
juti,” tegasnya.

Gubernur juga menyata-
kan komitmennya untuk 
menindaklanjuti seluruh 
rekomendasi BPK sesuai 
ketentuan perundang-un-
dangan yang memberikan 
batas waktu 60 hari untuk 
penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan.

Selain itu, Anwar Hafid 
menyoroti hasil pemeriks-
aan BPK terkait pengelolaan 
perizinan. Sebagai langkah 
penguatan pengawasan, ia 
berencana mengevaluasi 
kembali mekanisme pelim-
pahan kewenangan pener-
bitan perizinan.

Menurutnya, penguatan 
kontrol terhadap proses 
perizinan diperlukan untuk 

memastikan tata kelola pe-
merintahan berjalan lebih 
transparan, akuntabel, dan 
sesuai dengan prinsip-prin-
sip good governance.

Dalam sambutannya, Gu-
bernur juga menegaskan 
pentingnya keseimbangan 
antara pembangunan eko-
nomi dan pelestarian ling-
kungan, khususnya di sektor 
pertambangan yang menjadi 
salah satu penggerak utama 
perekonomian daerah.

Ia mengungkapkan bahwa 
Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Tengah saat ini tengah 
memperketat pengawasan 
terhadap pelaksanaan re-
klamasi dan pemulihan ling-
kungan oleh perusahaan 
pertambangan.

“Pertambangan harus 
tetap berjalan karena men-
jadi salah satu urat nadi 
perekonomian daerah. 
Namun, lingkungan juga 
harus menjadi perhatian uta-
ma. Pembangunan ekonomi 
dan kelestarian lingkungan 
harus berjalan beriringan,” 
tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli 
Bidang Keuangan Pemerin-
tah Pusat BPK RI Dr. Ahmad 
Adib Susilo menjelaskan 

bahwa opini WTP diberikan 
berdasarkan empat aspek 
utama penilaian, yakni ke-
sesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), kecukupan pengung-
kapan informasi, kepatuhan 
terhadap peraturan perun-
dang-undangan, serta efek-
tivitas sistem pengendalian 
intern.

“BPK tidak hanya mem-
berikan opini atas lapo-
ran keuangan, tetapi juga 
menyampaikan laporan 
hasil pemeriksaan yang me-
muat rekomendasi untuk 
perbaikan tata kelola peme-
rintahan dan pengelolaan 
keuangan daerah,” jelasnya.

Dengan diraihnya opini 
WTP ke-13 ini, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
menegaskan komitmen-
nya untuk terus mening-
katkan kualitas tata kelola 
pemerintahan, memperkuat 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, serta 
memastikan seluruh reko-
mendasi hasil pemeriksaan 
BPK ditindaklanjuti secara 
optimal demi terwujudnya 
pemerintahan yang ber-
sih, efektif, dan berorientasi 
pada pelayanan publik. * WAN

GUBERNUR dari  halaman ......................................................................1

SULTENG RAYA -Timnas Indo-
nesia U-19 menghajar Myanmar 3-0 
dalam pertandingan pertama Grup 
A Piala AFF U-19 2026  di Stadion 
Utama Sumatera Utara, Senin (1/6). 
Berikut klasemen Piala AFF U-19 
2026 usai Indonesia gilas Myanmar.

Timnas Indonesia mendominasi 
permainan dan serangan pada babak 
pertama, namun kesulitan mencetak 
gol karena solidnya pertahanan 
Myanmar.

Gol pembuka bagi Indonesia baru 
tercipta paa menit ke-38 lewat sonte-
kan Arkhan Kaka. Indonesia unggul 
1-0 atas Myanmar.

Pada babak kedua permainan 
Indonesia tidak seagresif babak per-
tama. Meski begitu Garuda Muda 
bisa menambah dua gol lain yang 
membuat kiper Sai Khant Mi Nyo 
memungut bola untuk kali ketiga 
dari gawang.

Dua gol tambahan Indonesia itu 

dicetak pemain pengganti, Dimas 
Adi pada menit ke-78 dan 87. Tiga 
poin ini menjadi modal penting bagi 
Timnas U-19.

Dengan poin penuh tersebut, 
Indonesia kini menempati puncak 
klasemen Grup A menggeser Viet-
nam yang juga menang 3-0 atas 
Timor Leste.

Vietnam U-19 menang telak 3-0 
atas Timor Leste berkat hattrick Ho-
ang cong Hau pada Senin sore, se-

belum laga Indonesia vs Myanmar.
Setelah melawan Myanmar, Indo-

nesia akan menghadapi Timor Leste 
U-19 pada Kamis (4/6), sedangkan 
Vietnam melawan Myanmar.

Klasemen Grup A Piala AFF U-19 2026:

1. Indonesia 3 Poin
2. Vietnam 3
3. Myanmar 0
4. Timor Leste 0. CNN

Klasemen Piala AFF U-19 2026 Usai Indonesia Hajar Myanmar
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Dari total 14 ekor hewan 
kurban, 13 ekor di antaranya 
berasal dari seluruh civitas 
akademika Unismuh Palu 
bersama jemaah Masjid Ulil 
Albab. Sementara itu, satu 
ekor lainnya berasal dari Tri 
Media Group (Mercusuar 
dan Sulteng Raya)/Tri Putra 
Toana.

Proses penyembelihan 

dibagi di dua lokasi. Seba-
nyak 11 ekor disembelih 
langsung oleh Lembaga Pen-
gembangan dan Pembinaan 
Al-Islam dan Kemuham-
madiyahan (LP2AIK), se-
dangkan tiga ekor sisanya 
dilaksanakan di Fakultas 
Agama Islam (FAI).

Proses penyembelihan 
dan pendistribusian daging 

KETUA Panitia, Abdul Salam, S.Pd., MH memegang nama para shohibul kurban (pekurban) pada saat pemotongan hewan kurban. 
FOTO: AMILUDDIN

Unismuh Palu Sembelih 14 Ekor Hewan Kurban, 
Rektor: Mengandung Dimensi Ritual dan Sosial

SULTENG RAYA— Universitas Muhamma-
diyah (Unismuh) Palu kembali melaksana-
kan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha. 
Tahun ini sebanyak 14 ekor sapi disembelih 
dan didistribusikan secara bertahap selama 
tiga hari di lingkungan kampus tersebut.

kurban dipantau langsung 
Rektor Unismuh Palu, Prof. 
Dr. H. Rajindra, SE., MM 
didampingi Ketua LP2AIK, 
Dr. Fery, S.Sos., M.Si.

Dalam kesempatan, Prof. 
Rajindra menyampaikan 
harapan agar jumlah hewan 
kurban di Unismuh Palu te-
rus meningkat setiap tahun-
nya. Karena ibadah kurban 
memiliki esensi mendalam 
yang mencakup dua dimen-
si penting sekaligus, yakni 
ibadah ritual dan sosial.

"Semoga ke depan jumlah-
nya semakin banyak, karena 
kurban ini juga mengan-
dung nilai ibadah sosial bagi 
sesama," ujar Prof. Rajindra, 
Kamis (28/5/2026).

Di tempat yang sama, 
Fery, menyampaikan apre-
siasi dan terima kasih yang 
mendalam kepada para 
shohibul kurban (pekurban) 
yang telah memercayakan 
hewan kurbannya kepada 
pihak kampus. 

"Kami mengucapkan te-

rima kasih kepada para 
shohibul kurban. Semoga 
kepercayaan ini dapat te-
rus terjaga dan terpelihara 
dengan baik ke depannya," 
harap Fery.

Sementara itu, Ketua Pani-
tia, Abdul Salam, S.Pd., MH, 
memastikan proses penyem-

belihan dan pendistribusian 
tersebut berjalan dengan 
baik, termasuk bukan ha-
nya persoalan ke halalan 
yakni proses penyembelihan 
sesuai syariat namun juga 
pada persoalan kesehatan 
hewan.

Selama penyembelihan, 

pihak Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Provinsi 
Sulawesi Tengah senantiasa 
hadir mengawasi dan me-
mastikan kesehatan hewan 
kurban, dengan cara me-
meriksa kuku, gigi, dan hati 
sapi sebelum pengemasan 
daging kurban. ENG

REKTOR Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM didampingi Ketua LP2AIK, Dr. Fery, S.Sos., 
M.Si mengiris daging kurban secara simbolis menandai dimulainya pengemasan daging kurban. 
FOTO: AMILUDDIN

Kunjungan tersebut ber-
langsung hangat dan penuh 
keceriaan. Dalam kesem-
patan itu, Wali Kota Hadi-
anto berinteraksi langsung 
dengan anak-anak yang 
tergabung dalam Rumah 
Kacili, sebuah wadah pem-
belajaran alternatif yang ber-
fokus pada pengembangan 
potensi dan kreativitas anak.

Di hadapan sejumlah anak 
yang hadir, Wali Kota Hadi-
anto berkesempatan mem-
bacakan sebuah cerita ten-
tang bus. Anak-anak tampak 
antusias menyimak cerita 
yang dibawakan langsung 
oleh orang nomor satu di 

Kota Palu tersebut.
Selain membacakan cerita, 

Wali Kota juga mengajak 
anak-anak untuk mencintai 
dan menjaga Kota Palu sejak 
dini. Menurut wali kota, ke-
pedulian terhadap lingkun-
gan dan kota tempat tinggal 
merupakan nilai penting 
yang perlu ditanamkan ke-
pada generasi muda.

“Anak-anak harus belajar 
mencintai dan menjaga kota 
ini. Kota Palu adalah rumah 
kita bersama yang harus di-
rawat dan dijaga,” ujar Wali 
Kota. Wali Kota Hadianto 
turut memberikan apresi-
asi kepada Rumah Kacili 

SULTENG RAYA- Sekre-
taris Daerah Kota Palu, Ir-
mayanti Petalolo,  meng-
hadiri Rapat Koordinasi 
(Rakor) Produk Hukum 
Daerah Regional Sulawesi 
Tahun 2026 yang digelar di 
Swiss-Belhotel Palu, Selasa 
(2/6/2026). Rakor tersebut 
menjadi ajang strategis bagi 
pemerintah daerah se-Su-
lawesi untuk memperkuat 
koordinasi dan harmonisasi 
dalam penyusunan produk 
hukum daerah yang berku-
alitas, adaptif, dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

Kegiatan ini dihadiri oleh 
sekretaris daerah provinsi, 
Ketua Bapemperda DPRD 
provinsi, kepala biro hukum 
provinsi se-Sulawesi, sekre-
taris daerah kabupaten/
kota, Ketua Bapemperda 
DPRD kabupaten/kota, ke-
pala bagian hukum kabupa-
ten/kota se-Sulawesi, serta 
unsur Forkopimda Sulawesi 
Tengah.

Mengangkat tema “Eva-
luasi Kepatuhan Produk 
Hukum Daerah dalam Men-
dukung Reformasi Hukum 
Nasional,” rakor menja-
di forum penting untuk 
mengevaluasi kualitas dan 
kepatuhan produk hukum 
daerah sekaligus memper-
kuat sinergi antara pemer-
intah pusat dan pemerintah 
daerah dalam mendukung 
agenda reformasi hukum 

nasional.
Gubernur Sulawesi Ten-

gah, Anwar Hafid, dalam 
sambutannya menyampai-
kan apresiasi kepada se-
luruh peserta yang hadir 
dan berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut. 

Menurut gubernur, kua-
litas produk hukum daerah 
memiliki peran yang sangat 
menentukan dalam keber-
hasilan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pemban-
gunan daerah.

“Terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah 
hadir pada Rakor Produk 
Hukum Daerah Regional 
Sulawesi. Kehadiran kita 
semua sangat penting untuk 
menjadikan produk hukum 
daerah semakin baik ke 
depannya,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan terse-
but, Gubernur juga men-
gungkapkan bahwa Sula-
wesi Tengah berhasil men-
unjukkan peningkatan yang 
konsisten dalam penilaian 
Indeks Kepatuhan Daer-
ah (IKD) selama periode 
2021–2025. 

Capaian tersebut men-
gantarkan Sulawesi Tengah 
masuk dalam tujuh provinsi 
dengan kategori nilai IKD 
sangat tinggi dan mem-
peroleh penghargaan dari 
Direktorat Jenderal Otonomi 
Daerah pada Rakornas Pro-
duk Hukum Tahun 2025 di 
Kendari.

Menurut Anwar Hafi d, se-

luruh program dan aktivitas 
pemerintahan harus memi-
liki landasan hukum yang 
jelas agar mampu mem-
berikan kepastian hukum 
sekaligus perlindungan bagi 
masyarakat.

“Segala kegiatan peme-
rintahan harus dipayungi 
dengan produk hukum yang 
jelas agar masyarakat mem-
peroleh kepastian hukum 
dan perlindungan yang me-
madai. Melalui program ini, 
sinergi antara pemerintah 
pusat dan daerah dapat se-
makin diperkuat,” katanya.

Ia pun berharap forum 
koordinasi seperti ini dapat 
terus dilaksanakan secara 
berkesinambungan sebagai 
sarana berbagi pengalaman, 
memperkuat kolaborasi, 
dan meningkatkan kualitas 
regulasi daerah di seluruh 
wilayah Sulawesi.

Keikutsertaan Sekda Kota 
Palu, Irmayanti Petalolo, 
dalam rakor tersebut men-
jadi wujud komitmen Pe-
merintah Kota Palu untuk 
terus mendorong tercipta-
nya produk hukum daerah 
yang berkualitas, harmonis, 
dan responsif terhadap ke-
butuhan masyarakat. 

Produk hukum yang baik 
diharapkan dapat menjadi 
instrumen penting dalam 
mendukung pembangunan 
daerah yang berkelanjutan 
dan tata kelola pemerinta-
han yang semakin efektif. 
ABS

KEHADIRAN Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo,  menghadiri Rakor Produk Hukum 
Daerah Regional Sulawesi Tahun 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Palu, Selasa (2/6/2026). 
FOTO: PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Rakor Produk Hukum Digelar di Palu

HADIANTO menerima anak-anak bercerita bersama komunitas Rumah Kacili, Selasa (2/6/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Rumah Kacili Berbagi 
Keceriaan dengan Anak

SULTENG RAYA- Wali Kota Palu, Hadianto 
Rasyid, menerima kunjungan komunitas Ru-
mah Kacili pada Selasa (2/06/2026) di hala-
man rumah jabatan Kantor Wali Kota Palu.

yang selama ini konsisten 
menghadirkan ruang belajar 
yang menyenangkan bagi 
anak-anak.  Menurut wali 
kota, berbagai kegiatan yang 
dilaksanakan Rumah Kaci-
li tidak hanya menambah 
wawasan anak, tetapi juga 
mampu melatih keberani-
an, kepercayaan diri, serta 
mental anak sejak usia dini.

“Ini adalah kegiatan yang 
sangat positif. Anak-anak 
diberikan ruang untuk be-
lajar, berinteraksi, dan men-
gembangkan potensinya. 
Tentunya hal ini sangat baik 
untuk membangun mental 
dan karakter mereka sejak 
dini,” tambah wali kota.

Rumah Kacili sendiri terus 
berupaya mendorong ter-
ciptanya lingkungan yang 
ramah anak dan keluarga 
di Kota Palu melalui berba-
gai program edukatif dan 

rekreatif yang melibatkan 
anak-anak serta orang tua.

Komunitas tersebut hadir 
sebagai ruang kolaborasi 
bagi para pemerhati pen-
didikan anak dengan pen-
dekatan kurikulum yang 
berpusat pada kebutuhan 
anak.  Metode pembelajaran 
yang diterapkan menekan-
kan penghargaan terhadap 
keunikan dan potensi ma-
sing-masing anak, tanpa 
adanya paksaan target pen-
capaian di luar minat ser-
ta tahapan perkembangan 
mereka.

Melalui pendekatan ter-
sebut, Rumah Kacili diha-
rapkan dapat menjadi salah 
satu mitra strategis dalam 
mendukung tumbuh kem-
bang anak-anak Kota Palu 
agar menjadi generasi yang 
cerdas, kreatif, mandiri, dan 
berkarakter. ABS


